
Tabel 1 

Tabe l 2 

Tabel 3 

Tabel 4 

: 

Tabel 5 

DAFTAH TABEL 

Tarifpajak menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000. 

( Halaman 70 ) 

Tarif pajak menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 . 

( Ha laman 70 ) 

Pendapatan Negara tahun 2007 - 2010. 

( Halaman 81 ) 

Persentase pajak penghas il an tahun 2007 - 2010 terhadap penerimaan 

pajak dan APBN . 

( Hal aman 84 ) 

Penerimaan paj ak tahun 2007 - 20 10. 

Kebijakan sunset., Agus , Fakultas Hukum 2011



I\. Data Pribadi 

I . Nama 

2. Npm 

DAFTAR RIWAYATHIDUP 

: Agus M iswanto 

: 2005115143 

3. Tempat/Tangga l Lahir : Purbalingga, 30 Agustus 1984 

4. Aga ma 

5. Jeni s Kelamin 

6. Status 

7. Alamat 

8. Nomor Te lepon 

B. Riwayat Pendidikan 

SO Tahun 1996 

: Is lam 

: lak i-l aki 

: Menikah 

: Brobot, Rt. 12, Rw.03, kec.Bojongsari, Purbalingga 53362 

: 085740863334 

SMP Tahun 1999 

SMA/Sederajat Tah un 2002 

Faku ltas 1--Tukum U ni versitas Bhayangkara .Jakarta Raya Dari Tahun 2007 Hingga 

Sekarang 
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: 

C. Riwayat J>ekcrjaan 

1. 2004 Sampai 2004 di Po lres Tange rang, Banten 

2. 2004 Sampai 2008 d i Mabes Po lri . 

3. 2008 Sampai sekarang di Po lres Purbalingga, Jawa Tengah. 

Demi kian daftar ri wayat hi dup ini saya buat dengan sebenar-benarn ya, sebelum 

dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih . 

Purbalingga, 09 Agustus 201 1 ' 

Hormat Saya 

(Agus M iswanto) 
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TENTANG 

PERUBAHAN KETIGAATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YA NG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Meni mb an g : 

Bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan mening­
katkan pe layanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat dicip­
takan kepastian hukum, per1u dilakukan perubahan terhadap Un ­
dang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan seba­
gaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 0 
Tahun 1994; 

Mengi ng at : 

1. Pasal 5 ayat (1). Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Un­
dang-Undang Dasar Nega ra Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahu n 
1999; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahu r: 1983 tentang Ketentuan :Jmum 
dan Tat3 Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Tahun 1983 Nomor 94, Tambahan Lembaran Neg ara 
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Un­
dang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Re­
publik Indones ia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3984); 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Peng­
hasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No­
ma r 50, Tambahan Lembara n Negara Nomor 3263) sebaga i­
mana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 10 
Tahun 1994 (Lem baran NegarF.l Republlk Indonesia Ta hun 
1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UN DANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA AT/\S UNDANG-UNDANG NOMOR 7 
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ·. 

Pasal I 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa 

kali diubah dengan Undangundang: 
a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459); 

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567); 

diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehing­

ga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai beriku:: 

"Pasa12 

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah: 
a. 1) orang pribadi 

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak; 

b. badan ; 
c. bentuk usaha tetap. 

(2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan 

Subjek Pajak luar negeri. 
(3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah: . 
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a . orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau 
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam 
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempu­
nyai niat untuk bertempat tinggaldi Indonesia; 

~- · 

. . 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 
menggantikan yang berhak. 

( 4) Yang dimaksud dengan subyek pajak luar negeri adalah : 
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus de­
lapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua be­
las) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan 
usaha atau melakukan keg iatan melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia; 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan. dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat mene­
rima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bu­
kan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

(5 ) Ya ng dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk 
usaha ya ng dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di lndcnesia atau berada di Indonesia ti­
dak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari da lam 
jangka waktu 12 (d ua belas) bulan, atau badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 
dapat berupa : 
a. tempat kedudukan manajemen ; 
b. cabang perusahaan ; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f. bengkel; 
g . pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah 

kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi 
pertambangan 

h. perikanan, petomakan , pertanian, perkebunan, atau 
kehutanan; 

i. proyek konstrksi, instalasi, atau proyek perakitan; 
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(enam puruh) ha ti datijangka waktu 12 (dua belasJ bula n ; 

k. orang at~u badan yang bertindak selaku ager1 yang 
kedudukannya tidak qebas; . . 

\. agen ata'u pegawai dari perusahaan asuransl -yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
lndonesi~ yang menerima premi .asurans i atau me-
nanggunq risiko di Indonesia . · 

' (6 ) Tempat tingga!. orang pribadi atau tempat keduduksn bad an 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan 
yang sebenarhya." 

2. Ketentuan Pasal ~ hurufb, huruf c, dan huruf d diubah, sehing­
ga keseluruhan Pi3sal 3 berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal3 

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 adalah: 

a. badan perwakilan· negara asing; 

b . pej abat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau 
pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orangorang yang 
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan ber­
tempat tingga l bersama-sama mereka, dengan syarat bukan 
warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak m<3nerima atau 
mempe:o!eh penghasilan lain di luar jabatan atau peke~aa n­
nnya te rsebut serta r.egara yang bersangkutan memberikan 

perlakuan timba! bal ik; 

c . organisasi-o rganif.>asi internasional yang ditetapkan dengan 
Keputusan Mented Keuangan, dengan syarat : · 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2 ) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk mempe­
roleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pirija­
man kepada pemerintah yang dananyn berasal dari iuran 

para anggota: 
d. pejabat-pejabat per.vakilan organisasi lnternasional yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menter! Keuangan · dengan 
syarat bukan warga negara Indonesia dan tldak menjalankan 
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.. 

penghasilan dari Indonesia." 

3 . Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a 
dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbun yi 
sebagai berikut: 

" Pasal4 

( 1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di­
peroleh Wajib Pajak, baik ya ng berasal dari Indonesia mau­
pun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 
atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersang­
kutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan peker­

jaan ata u jasa yang diterima atau diperoleh termasuk 
gaji, upah, tunjangan, honorarium , komis i, bonus, gra­
tifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk la in­
nya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang in i; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 
penghargaan ; 

c. laba usaha; 
d. keuntungan ka ren a penjualan a tau karen a pengali­

han harta termasuk: 
1) keuntungan karena pengalihan (laria kepad a 

perseroan, persekutuan , dan badan lainnya se­
bagai pengganti saham atau penyeriaan modal; 

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, perseku­
tuan dan badan lainnya karena pengalihan haria 
kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

3) keuntungan karena likuidasi , penggabungan , 
peleburan, pemekaran, pemecahan, atau per.g­
ambilalihan usaha ; 

4) keuntungan karena pengalihan haria berupa hi­
bah bantuan atau sumbangan, kecu~li yang di­
berikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan badan keaga­
maan atau badan pendldikan atau badan sosial 
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang 
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(2) 

(3) 
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e. 

f. 

g. 

t 

hak yang bersan!Jkutan; 

penerimaan kembali pembayaran peljak yang telcih di­
bebankan sebagai biaya; 
bunga tem1asuk premium, diskonto; dan imbala r1 ka­
rena jaminan pengembalian utang; 
dividen, dehgan nama qan dalam bentuk apapun ter­
masuk diviaen dari perusahaan asuransi kepada pe-
megang polis, dan pembagian sisa hasil usaha kope­
rasi ; 

h. royalti; 
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan peng­

gunaan haiia. 
j . penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sam­

pai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah; 

I. keuntungari karena selis ih kurs mata uang asing; 
m. se lisih lebih karena peniiaian kembali aktiva; 
n. premi asuransi ; 
o. iu ra n yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yc:mg men­
jalankan usaha atau peke~aan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari peng-
hasilan yang belum dikenakan pajak. 

Atas penghasi lan berupa bunga deposito dan tabungan­
tabungan lainnya, penghas ilan dari transaks i saham dan 
seku ritas lain nya di bursa efek, penghasilan dari pengal ihan 
harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan 
tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: 
a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima 

oleh bad an ami/ zakat atau lembaga a mil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para 
penerima zakat yang berhak; 

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh 

.. 

- - ---- ··- r---- ...... . J -··~ 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; sepanjang tidak 
ada hubungari dengan usatia peke~aan , kepemilikan , 
atau penguasaan anta ra pihak pihak ya ng bersang­
kutan; 

b. warisan; 

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 
b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 
penyertaan modal; 

d . penggantian atau imbalan sehubungan dengan pe­
ke~aan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam 
bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak 
atau Pemerintah; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang 
pribadi sehubungan dengan asurans i kesehata n, asu­
ransi kecelakaan, asura nsi jiwa, asuransi dwiguna, 
dan asuransi bea siswa; 

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri , 
koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usa­
ha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan 
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di In­
donesia dengan syarat: 

1) dividen berasal dari cadangan laba yang dita ­
han; dan 

2) bagi perseroan terbatas , Badan Usaha Milik Ne­
gara dan Badan Usaha Milik Daerah yang mene­
rima dividen, kepemilikan saham pada badan 
yang memberikan dividen paling rendah 25% 
(dua ouluh lima persen) dari jumlah m odal yang 
disetor dan hanus mempunyai usaha aktif di luar 
kepemilikan Saham tersebut; 

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Ke·uangan, 
baik- yang dibayar oleh pemberi ke;ja maupun pega­
wai; 

h . penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana 
pensiun sebagaimana dimaksud pada hunuf g, dalam 
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i. bagian laba yang diterima atau diperoren anggma aan 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi 
atas saham-saham, persekutuan, perkumpu lan, f:rma, 
dan kongsi; 

j . bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusa­
haan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak 
pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha; 

k . penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan 
modal ventura berupa bagian laba dari badan pa­
sangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pa­
sa ngan usaha tersebut: 

1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau 
yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor 
usaha yang ditetapkan dengan Ke;Jutusan Men­
teri Keuangan; dan 

2) sahamnya tid ak diperdagangkan di bursa efek 
di Indonesia." 

4 . Ketentuan Pasa l 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, 
se rta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h. sehingga keseluru­
han Pasa l 6 berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal6 

( 1) Besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 
negeri dan bentuk usaha tetap , ditentukan berdasarkan 
penghasilan bruto dikurangi: . 
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a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasitan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya 
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk 
upah, gaji , honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjang­
an yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, 
roya lti, biaya pe~alanan, biaya pengolahan limbah , 
premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali 
Pajak Penghasilan; . 

b . penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh har­
ta berwujud dan amortlsasl atas pengeluaran untuk 

.. 

C. 

d . 

e. 
f. 

g . 
h. 

I I I CJ.~CA IIIGII II C..Q \,. I C ........ II J \J CJ. II I \VCl \.Uj l.CliiUI I ~CLJCl':d Cl \1 1\ C U \ Q 

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A ; 
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan oleh Menteri Keuangan; 

ke ru gian karena penjuala n atau penga/ihan harta 
yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau 
yang dimiliki untuK mendapatkan, menagih, dan me­
me/ihara penghasilan; 

kerugian dari selisih kurs mata uang asing; 
biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang 
dilakukan di Indonesia; 

biaya bea siswa, magang , dan pelatihan; 
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan 
syarat: 

1) te/ah dibebankan sebagai biaya dalam /aporan· 
laba rugi komersial ; 

2) . telah diserahkan perkara penagihannya kepada 
Pengadilan Negeri atau -Badan Urusan Piutang 
dan l._e/ang Negara (BUPLN) c:tau adanya perjan­
jian tertulis mengenai penghapusan piutang/ 
pembebasan utang antara kreditur dan debitur 
yang bersangkutan; 

3) telah dipublikasikan dalam penerbrtan umum atau 
khusus; dan 

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang 
yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jen­
deral Pajak; yang pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderaf Pa­
ja~. 

(2) Apabila penghasifan bruto setelah pengurangan sebagai­
mana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka ke­
rugian terse but dikompensasikan dengan penghasifan mufai 
tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (li­
ma) tahun., 

(3) Kepada orang pribadf sebagai Wajlb Pajak dafam negeri di­
. berlkan pengurangan beri..Jpa Penghaslfan Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dafam Pasaf 7. 
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• • I 

"Pasal7 

( 1) Penghasilan Tidak Ken a Pajak diberikan sebesar: 
a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan pu­

luh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribad i; 
b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh 

ribu rup iah) tambahan untuk Wajib 0 ajak yang kawin; 
c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan pu­

luh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang 
penghasilannya d igabung dengan penghasilan suami 
seb2ga imana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1 ); 

d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh 
ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota kelua rga 
sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan 
lu rus serta anak angkat, yang menjadi tanggung an 
sepenuhnya, pal ing banyak 3 (tiga) orang untuk setiap 

keluarga. 
(2) Penerapan ayat (1) dite ntukan oleh keadaan pada awal 

tah un pajak atau awal bagian tahun pajak; 

(3) Penyesuaian besam ya Penghasilan Tid ak Kena Pajak se­
bagaimana dimaksyd dalam ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan." 

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g diubah, 
sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai be rikut : 

( 1 ) 

"Pasal 9 

Untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wa­
jib Pajak dalam negeri dc::m bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan: 
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa-

pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan 
oleh perusahaan asuransi kepada pemegang pol is, 
dan pembagian sisa hnsil usaha koperasi; 

b. biaya yang dibebanka n atau dikeluarkan untuk kepen­
tingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; 

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan ke­
cual i cadangan piutang tak tertag ih untuk usaha bank 
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.. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 
I. 

j . 

k. 

- . -
syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Men-
teri Keuangan: 
premi asuransi kesehata n, asuransi kecelakaan , asu­
ransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea s iswa, 
yang dibayar oleh WCJjib Pajak orang pribadi, kecuali 
jika dibaya r oleh pemberi kerja dan premi tersebut 
dihi-tung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang 
ber-sangkutan; 
penggantian atau imbalan sehubungan dengan pe­
ke~aan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura 
dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanaro dan 
minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian 
atau imbalan dalam bentuk natura dan ken ikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pe lak­
sanaan peke~aan yang ditetapkan dengan Keputus.gn 
Menteri Keuangan; 
jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan K.e­
pada pemegang saham atau kepada pihak yang -nem­
pu nyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubu­
ngan dengan pekerjaan yang dilakukan; 
harta yang dih ibahkan, bantuan atau sumbangan, dan 
warisan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 ayat 
(3) huruf a dan huruf b , kecuali zakat atas penghasilan 
yang nyata-nyata dibayarkan o leh Wajib Pajak orang 
pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak 
badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama 
Islam kepada bad an a mil zakat atau lembaga a mil zakat 
yang dibentuk atau d isahkan· oleh Pemerintah ; 
Pajak P enghasilan ; 
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepen­
tingan priba.di Wajib Pajak atau orang yang menjadi 
tanggungannya; 
gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, 
firma . atau perseroan komandite r yang moda lnya tidak 
terbagi atas saharn; 
sanksl admlnistrasl berupa bunga , denda , dan kenai­
kan serta sanksi pidanc: be rupa denda yang berke-
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( 2 ) Pengeluaran untuk mendapatkan, menag1h, dan memellna­
ra penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 
1 (satu ) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligust 
melainkan dibebankan me!alui penyusutan atau amortisasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A " 

1. Ketentuan Pasal11 ayat (1), ayat (2), ayAt (3), ayat (4), ayat (7), 
ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan Pasal11 

berbunyi sebagai beri kut : 

( 1 ) 

(2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

254 

"Pasal 11 

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, 
penambahar. , perbaikan, atau perubahan harta berwujud, 
kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, 
hak guna usaha , dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan 
untuk menda patkan, menagih, dan memelihara pengha­
si lan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) ta­
hun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar sela­
ma masa mantaat yang telah drtentukan bagi harta tersebut. 

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaima­
na dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga 
di lakukan da lam bagian-bagian yang menurun selarna ma­
sa manfaat, ya ng dihitung dengan cara menerapkan tarif 
penyu sutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa man­
faat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat 

dilakukan secara taat asas. 

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, 
kecuali untuk harta yang masih dalam proses penge~aan, 
penyu sutannya dimulai pada bulan seles<;~inya pengerjaan 

harta tersebut. 
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak 
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan 
!1arta tersebut digunakan untuk mendapatkan , menagih, 
dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang 
bersangkutan mulai menghasilkan . 
Apablla Wajib Pajak melakuken penl lalan kemball aktlva ber­
dasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

' · 

.. ~: 

if f 

penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai be rikut: 

Kelompok Harta Mas a Tarif Penyusutan 
Berwujud Manfaa t sebagaimana 

dimaksud dalam 

Ayat (1) Aya t (2) 

I. Bukan bangunan · 
Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 
Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

i 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12 ,5% 
Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

11 . Bangunan 
Permanen 20 Tar. un 5% 

I Tidak Permanen 10 Tahun 10% 

(7 ) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur nalam 
ayat (1 ), ketentuan tentang penyusutan atas harta berw•Jjud 
yang dimiliki dan diguna kan dalam usaha tertentu, di te ­
tapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

(8) Apabila te~adi pengaliha11 atau penarikan harta sebagai ­
mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d a tau pena­
rikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa 
buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jum­
lah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima 
atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun 
te~adinya penarikan harta tersebut. 

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterimajum­
lahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemu­
dian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak 
jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian terse­
but 

(1 0) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat 
se-bagalmane dlmaksud dalarn Pasal 4 ayat (3) huruf a 
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sebaga i ke rugian bagi pihak yang mengalihkan. 

(11) Kelompok haria ~erwujud se~u a i dengan: masa .m a n f~at 
sebagaimana dimaksud da lam ayat (6) ditetapkan den~an 
Keputusa n Ment~ri Keuangan." 

Ketentuan Pasa l 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan 
ayat (7) diubah , seh ingga keseluruhan Pasal 11 A berbunyi se­
bagai berikut: 

( 1 ) 

(2) 

" Pasai11A 

.Amortisasi atas pehgeluaran unfuk memperoleh harta tak ber­
wujud dan peng~lua ran lainnya termasuk biaya perpan­
jangan hak guna bangunan, hak guna L1Saha, dan hak pakai 
yang mempunyai ~nasa manfaat !ebih dari i (satu) tahun yang 
dipergunakan un{uk mendapatkan , menagih, dan meme­
liha ra penghas ilah, dilakukan dalam bagian-bagian yang 
sama besar atau dalam bagian-bagian yang menu run se la­
ma masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan 
tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai 
sisa buku dan pada akhi r masa manfaat diamorti sasi se­
ka ligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. 

Untuk menghitung amorti sasi , masa manfaat· dan tarif 
amortisasi ditetapkan sebagai beri kut: 

! Mas a I Kelompok Harta Tarif Amortisasi 
Berwujud Manfaat berdasarkan 

metode 

Garis Saldo 
Lurus Menurun 

I Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 

uelompok 2 8 tahun 12, 5% 25% 
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 
Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian. dan blaya perluasan 
modal suatu perusahaan dlbeban kan pada tahun terjad inya 
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( 4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Amortias i atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan 
penge luaran lain yang meonpunyai masa manfaat lebih dari 
1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas 
bumi dilakukan dengan mengguna kan metode satuan 
produksi. 

Amortisas i atas penge luaran untuk mempe:oleh hak pe­
nambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak 
pengusahaan hutan. dan hak pengusahaan sumber alani 
serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan 
mtode satuan produksi paling tinggi 20% (d ua puluh persen) 
setahun . 

Pengelua ran yang dilakukan sebelum operasi komersial 
yang mempunya i masa manfaat lebih dAri 1 (satu ) tahun. 
dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan 
ketentuan sebagaima na dimaksud dalam ayat (2). 

Apabila · terjadi pe[lgalihan harta tak be·rwujud atau hak­
hak sebag2 imana dimaksud dal3m ayat (1 ), ayat (4), dan 
ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut 
dibebar.kan sebagai ke rugian dan jumlah yang diterima 
sebaga i r:Jenggantian nierupakan penghasilan pada tahun 
te ~adinya pengalihan tersebut. 

(8) Apab ila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud daiam Pasal4 ayat (3) huruf a dan 
huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai 
sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai 
kerugian bagi pihak yang mengalihkan. " . 

9. Ketentuan Pasa l 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus. sehingga keseluruhan 
Pasal 14 berbunyi sebagai beri kut : 

" Pasal 14 

( 1) Norma P,enghitungan Penghasi lan Neto untuk fT1enentukan 
pe nghasi lan neto, d ibua t da n disem purnaka n terus ­
menerus serta diterbi tkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

(2) Wajib Pajak orang pribadl yang peredaran brutonya dalam 
satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus 
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berita hukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam iang ka 
waktu 3 (tiga' bulan pertarria dari tahun pajak yang bersang­
kutan . 

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (Z) ya ng 
menghitung p:enghasilan hetonya dengan menggunakan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto. wajib menyeleng­
garakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang­
undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

( 4 ) Wajib Pajak si3bagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang 
tidak memt.Jeri.tahukan kepada Direktur Jenderal Pajak un­
tuk menghitung penghasildn neto dengan menggunakan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih 
menyelenggarakan pembukuan. 

(5 ) Wajib Palak yang wajib menyelenggarakan pembukuan. 
termasuk Waji b Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) dan ayat (4). yang temyata tidak atau tidak sepenuhnya 
menye lengga_rakan pencatatan atau pembukuc;n atau 
tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau 
bukti -bukti pendukungnya, maka penghas ilan netonya 
dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasi lan 
Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Men­
ten Keuangan . 

(6 ) dihapus . 

(7) Besamya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dapat diubah dengan l<eputusan Menteri Keuangan." 

I 0 . Ketentuan Pasal 17 ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseiuruhan Pasal 17 
berbunyi sebaga i berikut: 

"Pasal 17 

(I) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 
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a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagal 
berikut: 

·-

,,.._~, 

., . .,, 

. 

-
(dua puluh lima juta rupiah) (lima persen ) 

di atas Rp 25.000.000,00 (dua pu-
IC % luh lima juta rupiah ) s.d . Rp 50.000. 

000,00 (lima puluh juta rupiah ) (sepu luh persen ) 

Oi atas Rp 50.000.000,00 (lima pu- 5% 
luh juta rupiah) s.d Rp 100.000. 

(l ima belas persen) 
000,00 (seratus juta rup iah) 

Di atas Rp 100.000.000,00 (sera- 25% 
tus juta rupi ah) s.d. Rp 200.000 . 

(dua puluh lima persen) 
000,00 (dua ratus juta rupiah) 

Di atas Rp 200.000.000,00 (dua 35% 
ratus juta rupiah ) (tiga puluh lima persen) 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk sebagai 
berikut: 

Lapisa n Penghasilan kena Pajak Tarif Pajak 

sampai dengan Pp 50.000.000,00 10 % 

(lima puluh juta rupiah) (sepuluh persen) 

Di atas Rp 50.000.000,00 (lima 15 % 
puluh juta rupiah) s.d. 100.000. (lima belas persen) 
000,00 (seratus juta rupiah) 

Oi atas Rp 100.000.000,00 (sera- 30 % 
tus jutarupiah) (tiga puluh persen) 

(2) Oengan Peraturan Pemerin tah, tariftertinggi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi 
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 

(3) Besamya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat \ 1) dapat diubah dengan Keputusan 
Menteri Keuangan . 
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dibu/atkan ke bawah da/am ribuan rupiah penuh . 

( 5) Besamya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang priba­
d i da lam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun 
pajak sebaga imana d imaksud dalam Pasal1 6 ayat (4) dihi­
tung sebanyakjum lah hari dalam bag ian tahur. pajak terse­
but dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikal ikan dengan 
pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahur, pajak . 

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimak­
sud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihi tung 30 (tiga 
puluh) hari. 

(7) Oengan Peraturan Pemerintah dar at ditetapkan tarif pajak 
tersend iri atas penghasilan sebagaimana dimaksud da lam 
Pasal 4 ayat (2) , sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertin g­
g i sebagaimana d imaksud dalam ayat (1 )." 

1! . Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat ( 4) diubah, ayat (5) diha­
pus, serta di anta ra ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) 
ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga ke seluruhan Pasal 18 ber­
bunyi sebagai berikut : 

"Pasal 18 

( 1) M enteri Keuanga n berwenang mengeluarkan keputusan 
menGenai besarnya perbanding an antara utang dan modal 
perusahaqn untuk keperluan penghitungan pajak berdasar­
kan Undang-undang in i. 

(2) Mente ri Keuangan berwenang menetapkan saat d iper­
olehnya dividen o leh Wajib Pajak dalam negeri atas penyer­
taan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan 
usaha yang menjual sahamnya di burs3 efek, dengan ke­
tentuan sbb : 
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a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri 
tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari 
jumlah saham ya ng disetor; atau 

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam ne- .~ 

geri lainnya memil iki penyertaan modal paling rendah 
50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dl­
seto r. 

... 

tUKa n Utang Seoagat lllUUO \ UI\LUf".. \ II O II'd,'' "'· .._... ,,~ '-"._._,..__ , ., J _.. 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai 
hubungan istimewa denga n W ajib Pajak lainnya sesuai de­
ngan kewaja ran dan ke laziman usaha yang tidak d ipenga­
ruhi oleh hubungan istimewa. 

(3a) Direktur Jendera l Pajak berwenang melakukan pe~a njian 
dengan Wajib Pajak dan beke~a sama de ngan pihak oto­
ritas pajak negara lain untuk m enentukan harga transaksi 
antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa se­
baga imana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama 
suatu periode tertentu dan m e ngawasi _p e laksa naannya 
serta melakukan renegosiasi sete lah periode te rtentu terse­
bu t be ra khir. 

( 4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud da lam ayat (3) 
dan ayat (3a) , Pasa l 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, 
dan Pasa l 10 ayat (1) dianggap ada apabila : 
a . Wajib Pajak mempunyai pe nyertaa n modalla ngsung 

ata u tidak langsung pa ling re nda h 25% (dua puluh li­
ma persen) pada Waj ib Pajak lain, atau hubungan an­
tara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 
25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak 
atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib 
Pajak atau lebih yang d isebut terakhir; atau 

b. Waj ib Pajak menguasai Waj ib Pajak lainnya atau dua 
atau lebih Wajib Pajak berada di bawah peng uasaan 
yang sama baik langsung maupun tidak langsung ; atau 
c. terd apat hubungan keluarga ba ik sedarah maupun 
semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke 
samping satu derajat. 

(5) dihapus." 

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, se­
hingga kese luru ha h Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 21 

( 1) Pemotongan , penyetoran, dan pelaporari pajak atas peng­
has ilan sehubungan dengc:m pekerjaan, jasa , atau kegiatan 
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a. pemberi kerja yang membayargaji, upah, honorariu m, 
tunjang~ n. dan pembayaran lain sebagai imbalan se­
hubungan dengan peke~aan y3ng dilakukan oleh pe-
gawai atau bukan pegawai; . 

b . bendah3rawan pemeriritah yang membayar gaji, upah , 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain , sehu­
bungan ~dengan pei<E.~aan, jasa, atau kegiatan; 

c . dana p~nsiun atau badan lain yang membayarkan 
uang pe nsiun dan pembayara n lain dengc:m nama 
apap l.m ·da lam rangka pensiun; 

d. bad an yang membayar honorarium a tau pembayaran 
lain sebaga i imbalan sehubungan dengan jasa terma­
suk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; 

e. penyelenggara kegiatan ya ng melakukan pembaya­
ran sehubungan dengan pe laksanaan suatu kegiatan. 

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melaku­
ka n pemotongan. penyetoran, dan pelaporan pajak seba­
gaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan 
perwak ilan negar'a asing dan organisasiorganisasi inter­
nasiona l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

( 3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong 
pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto 
sete lah dikurangi dengan biaya jabatan a tau biaya pensiun 
yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ke­
uanga n, iuran pensiun, dan Penghasi\an Tidak Kena Pajak. 

( 4) Penghasi lan pegawai harian, mingguan, serta pegawai ti­
dak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah peng­
hasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang 
tidak dikenakan pemotongan yang besamya ditetapkan de­
rig an Keputusan Menteri Keuangan. 

(5) Tarif pe mo tongan atas penghasilan sebagaiman a 
dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa l 17 ayat ( 1) kecuali ditetapkan lain 
dengan Peraturan Pef!lerintah. 

(6) dihapus . 
(7 ) dihapus. 
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Direktur Jenderal Pajak. " 

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ay2 t (4) di­
ubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai be­
ri kut: 

"Pasal 23 

( 1) Atas penghasilan -tersebut di bawah ini dengan nama dan 
dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh 
badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri , pe­
nyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, ata u perwakila n 
perusahaan \uar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak 
yang wajib membayarkan : 
a. sebesa r 15% (lima belas persen) da ri jumlah bruto 

atas : 
1) dividen sebagaimana dimaksud da lam Pasal 4 

ayat (1) huruf g; 
2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 4 

ayat (1) huruf f. 
3) royalti; 
4) hadiah dan penghargaan selain yang te lah di­

potong Pajak Penghasilan sebagaimana dimak­
sud dalam Pasa l 21 ayat (1) huruf e; 

b. sebesar 15% (lima bel as persen) dari jumlah bru to 
dan bersifat fina l atas bunga simpanan yang dibaya r­
kan oleh koperas i; 

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perki raan peng­
hasilan neto atas: 

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 
penggunaan harta 

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa 
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan , dan 
jasa lain seiain jasa yang telah dipotong Pajak 
Perrghasilan sebagaimana dimakst.KJ dalam Pasal21 

(2) Besamya perkiman penghasilan neto dan jenis jasa la in 
sebaga imana di maksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 
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( 4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
tidak dilakukan atas: · 
a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 
b. sewa yang dibayarkan_atau terutang sehubungan de­

ngan sewa guna usaha dengan hak opsi ; 
c dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat{3) 

huruf f. •. . 
d. bunga obligasi seb3gaimana dimaksud da lam Pasal 

4 ayat (3) huruf j; 
e. bag ian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3) hUruf i; 
f. sisa hasil bsaha koperasi yang dibayarkan oleh kope­

rasi kepada anggotanya; 
g. bunga simpanan yang tidak melebihi batC:Js yang dite­

tapka n dE!ngan Keputusan Menteri Keuangan yang 
dibayarkai1 oleh koperasi kepada anggotanya." 

14 Ketentua:1 PasC!I 25 ayat (1 ), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) di­
ubah, ayat (3) dan_ ayat (5) dihapus, serta ditamba h 1 (satu) 
ayat baru yaitu ayat (9), sehingga kese luruhan Pasal 25 berbu­
nyi sebagai berikut: 

"Pasal25 

( 1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak be ~alan yang 
haru s dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk seti Cl p bulan 
ada lah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 
pajak yang lalu dikurangi dengan: 
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a. Pajak Penghasilan y2ng dipotong sebagaimana di­
maksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak 
Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud 
da lam Pasal 22; dan . 

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar 
negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimak~ ud 
dalam Pasal24. dibagl12 (dua belas) atau banyaknya 
bulan dalam bagian tahun pajak. 

.. 

.-... 
!K.:· 

(3) 

( 4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

lan, sama dengan besamya angsuran paJaK untuK uuidll 
te rakhir tahun pajak yang lalu. 

dihapus. 

Apabila dala m tahun paja k be~alan diterbitkan surat keteta­
pan paiak untuk tahun pajak yang lalu, maka besamya ang­
suran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan 
pajak tersebut dan ber1aku mula i bulan berikutnya setelah 
bulan penerbitan surat ketetapan pajak. 

dihapus . 
Di rektur Jenderal Pajak berwenang Lintuk menetapkan 
penghitungan besamya angsuran pajak dalam tahun pajak 
be~alan dalam hal-hal tertentu , yaitu: 
a. Wajib Pajak berhak atas komr ens3si keru gian; 
b. Wajib Pajak mempero leh penghasilan tidak teratur; 
c . Surat Pemberitah uan Tahunan Pajak Penghasilan ta ­

hun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu 
yang ditentukan; 

d . Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu pe­
nyampaian Surat Pe mberitahuan Tahu nan Pajak 
Penghasilan; 

e. Wajib Pajak membetulkan send iri Surat Pemberit2huan 
Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan ang­
suran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan se­
belum pembetulan; 

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib 
Pajak. 

Penghitungan besamya angsuran pajak bag i Wajib Pajak 
baru, bank, Badan Usaha Mil ik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib 
Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Ke­
putusan Menteri Keuangan. 

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri 
wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah . 
Pajak yang telah dibaya r send iri dalam tahun berjalan oleh 
Wajib Pajak orang pribad i pengusaha tertentu merupakan 
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tidak dikenakan: Pajak Penghasilan yang bersifat final me­
nu rut Undang-undang ini." 

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1 ), ayat (3), dan ayat (4) diubah, se­
hingga kese luruhari Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal26 

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, yang dibayarkan a~au yang terutang 
oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penye­
lenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar 
negeri se lain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong 
pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto 
oleh pihak yang wajib membaya rkan: 
a. dividen; 
b . bunga . termasuk premium, diskonto, prerrli swap dan 

imbalan seh ubungan dengan jaminan pengembalian 
utang ; 

c. royalti. sewa, dan penghasilan lain sehubungan deng­
an penggunaan harta; 

d . imbalan se hubunga n dengan jasa , pekerjaan. dan ke­
giatan; 

e. hadia h dan penghargaan; 
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 

(2) Atas penghas ilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali 
ya ng diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau di­
peroleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap 
di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada 
perusahaan asuransi luar negeri. dipotong pajak 20% (dua 
puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto . 

(3) . Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn. 
ayat (2) d iatur dengan Keputusan Menteri Keuangan . 

( 4) Penghasi lan Ken a Pajak sesudah dikurangi pajak dari sua­
tu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 
20% ( dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut dita­
namkan kembali dl Indonesia yang ketentuannya dlatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan . 
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sud dalam Pasal 5 ayat ( 1) hurut b dan nurur c; 
b. pemotongan atas peng hasilan yang diterima atau di­

peroleh orang pribadi atau badan luar negeri yang 
berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau 
bentuk usaha tetap." 

16. Ketentuan Pasal 31 A diubah sehingga keseluruhan pasal 31 A 

berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 31A 

1. Kepada Waj ib Pajak yang melakukan penanaman modal 
di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah 
tertentu dapat diberikan fasil itas perpajakan dalam bentuk: 
a . pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga 

puluh persen) darijumlah penanaman yang dilakukan; 
b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; 

a. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak 
lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan 

b . pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen se­
bagaimarla dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 
10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menu­
rut perjanjian perpajakan yang ber1aku menetap­
kan lebih rendah. 

2. Fasilitas perpajakan sebagai mana dimaksud dalam ayat 
(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. " 

17. Di antara Pasal 31A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru 
yaitu Pasal 31 B dan Pasal 31 C, yang masuk dalam BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN , yang berbunyi sebagai berikut: 

( 1 ) 

"Pasal 31 B 

Wajib Pajak yang melakukan restru kturisasi utang usaha 
melalui lerribaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat 
memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik 
dalam jangka wa~u maupunjenisnya berupa keringanan 
Pajak Penghasilan yang terutang atas: 
a. ' pembebasan utang; · 
b . pengalihan harta kepada krecHturuntuk penyelesaian utang; 
c. perubahan utang menjadi penyertaan modal. 
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Kan aengan t-'erarura n r--emenman. 

Pasal 31C 
( 1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasila n orang pribadi 

dalam negeri dan Pajak Pehghasilan Pasal 21 yang dipo­
tong o leh pemberi ke~a dibagi dengan imbangan 80% un­
tuk Pemerintah: Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah 
tempat Wajib Pt3jak terdaftar. 

(2) Pembag ian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peratu­
ran Pemerintar.. " ' 

18 . Ketentuan Pasal 32 oiubah sehingga menjadi berbunyi sebagai 
berikut: 

"Pasal 32 

Tata ca ra pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan 
pe laksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang­
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajaka n sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Un­
dang-undang Nomor 16 Tahun 2000." 

19 . Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pas a I ya itu 
Pasa l 32A yang berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 32A 

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan peme­
rintah negara lain dalam rang ka penghindaran pajak berganda dan 
pencegahan penge lakan pajak." . 

Pasal II 
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Ke­
tiga Undang-undang Pajak Penghasi lan 1984". 

Pasal Ill 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ne­
gara Republik lndo.nesia. 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ABDURRAHMAN WAHID 

Oiundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Agustus 2000 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLI K IN DONESIA , 

ttd 

DJOHAN EFFENDI 

LEMBARAN NEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2000 
NOMOR 127 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
UN DANG-UNDANG NOM OR 7 TAHUN 1983 

TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA , 

Menimba ng: 

a. bahwa da lam upaya mengaJl!an kan ·penerimaan 
negara yang ser.1ci.kin meningkat; ,mewuj udkan sistem 
perpajakan yang netral , sederhana , stabil, lebih 
memberikan keadilan , dan lebih dapat menciptakan 
kepastian hukum serta transparans! perlu dilakukan 
pe rubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah beberapa kali diu bah terakhir aengan Undang­
Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Pengh asilan ; 

b. b_ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di­
maksud dalam huruf a , perlu membentuk Undang­
Undang ten ta ng Perubahan Keempat atas Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengha­
silan; 
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Unda ng Uasar Negara Kepublik Indonesi a lahun 
1945; 

2. Unda ng-Undang Nomor 6 Tah un 1983 te ntang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem­
baran Negara Republik lndonesi? Tahun i 983 No­
m or 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengcn Undang-Undang Nomor 
28- Tahun 2007 tentan g Perubahan Ketiga atas 
Unda ng-Undang No mor 6 Tahun ~983 tentang 
!<.etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lem­
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No' 
mor 85, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4740); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ten'tang Pajak 
Pe nghasi lan (Lembaran Negara Repubii k Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50 , Tambaha:n Lembaran 
Negara Repub lik Indonesia No rrior 3263) sebagai­
mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Unda ng-Unda ng -Nomoi 17 Ta hun 2000 tentang 
Pe rubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 
Taht..;n 1983 tentang Pajak Perighasilan (Lcmbaran 

. Negara Republik lndone~ia Tahun 2000 Nomor 127, 
Tamba han Lembaran Negata Republi k Indonesia 
No mor 3985); 

Dengan Persetujuan Bersam_a: 
• ·· ' •• r 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
I;\IDONESIA 

d~m 

PRES I DEN REPUBLII:( INDONESIA 

MEMUTUSKAN ~ 
Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN 
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASIIAN. 
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ra nei-Juuut\ liiU.Vll'G .. :Hu. H .............. _ _ _ _ _ _ _ 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263 ) yang 
telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: 

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lem­
baran Negara Republik lndonesia Nomor 3459); 

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ·1994 Nomor 60, Tambahan Lem­
baran Nega~ Republik hldonesia Nomor 3567 ); 

c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T3.hun 2000 Ncimoi- 127 , Tambahan Lem­
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 

diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Posal 1 substansi tetap dan Penjelasannya 

· diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah 
sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 
demi Pasal Angka 1 Undang-Undang in i. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampa i dengan ayat (5) 
diu bah dan di an tara ayat ( 1) dan ayat (2 ) disisipkan 
1 (satu ) ayat, yakni ayat ( 1 a) sehingga Pasal 2 be r-
bunyi sebagai beri.l~ut: · 

Pasal 2 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah 
a . 1. orang pribadi ; 

2 warisan yang belu m terbagi sebagai 
satu kesatuan menggantikan yang ber-

hak; 
b. badan;dan 
c. bentuk u:Saha tetap. 

(la) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak 
yang perlakuan perpajakannya di persamakan 
dengan subjek pajak badan. 
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(3 ) Subjek pajak dalam negeri ci.daJah: 

C\ . orang pribadi yang bertempat tinggal di 
Indonesia, orang pribadi yang berada di 
Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 

- \dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 
dalam suatu tahun pajak -berada di Indo­
nesia dan mempunyai niat untuk bertempat 
tinggal di Indonesia; 

b . badan ya ng d.idirikan atau bertempat Ke­
dudukan di Indonesia, kecualj unit tertentu 
dari badan pemerintah yang memenuhi 
kriteria: 
1. pembentukannya be~dasarkan heten­

tuan peraturan perundang-t.mdangan; 
2. pembiayaannya bersuinber. dari Angga­

ran Pendapatan dan Belanja Negara 
atau Anggaran Pendapatan dan Belan­
ja Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam 
anggarari Pemerintah Pusat a tau Peme­
rintah Daerah; dan 

4 . pembukuannya diperiksa oleh aparat 
pengawasan fungsional negara; dan 

c. warisan yang belum .terbagi sebagai satu 
kesatuan menggantikan yang berhak. 

(4) Subjek pajak lupr negeri adalah: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 
di Indonesia, mang pribadi yang berada di 
Indonesia tidak lebih . darj 183 (seratus 
delapan puluh tiga) har_i dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan , dan badan 
yang tidak didirikan drm tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan -
usaha atau melakukan kegiatan melalui 
bentuk usaha tetap di Indonesia; dan 
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Indonesia tidak \ebih da.ri 183 ~seratus 
delapan puluh tiga ) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan , dan badan 
yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia, yang dapat me-
nerima atau mempero leh penghasilan dari 
Indonesia tidak dari menjalankan usaha 
ata~ J11elakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di"lndonesia . 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang 
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia , orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 
di Indonesia untuk menJalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indo nesia , yang dapat 

berupa: 
a. tempat kedudukan manajemen; 
b . cabang perusahaan ; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik ; 
f. beng}<el; 
g. gudang; 
h. ruang untuk promosi dan penjualan; 
i. j:lertambangan dan penggalian sumber 

alam; 
j. wilayah kerja pertambangan · minyak dan 

gas bumi; 
k. perikanan, petemaka n , pertania.n, perke-

bunan , a.ta.u kehutana.n; 
[. , proyek konstruksi, instala.si , a.ta.u proye k 

. perakitan; 
m. pemberian ja.sa -dalam bentuk apa pun oleh 

pegawai atau orang lain , sepanjang dilaku-

--------------~----~ 
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n . - orang atau badan yang bertindak se la ku 

agen yang kedudukannya tidak bebas; 
o. agen atau pkgawai dari pc rusahan asur~ns i 

. yang tidak didirikan da:1 tida k berten1pat 

. kedudukan:di Indonesia_ yang menerim a 
premi asuraflsi a tau mena nggung risiko di 
Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, ata.u peralatan 
;tomatis yan'g dimiliki, disewa, atau di­
gunakan oleh penyelenggara transaksi elek­
tronik untuk menjalankan kegiatan usaha 
melalui internet. . · 

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau te~pat kedu­
dukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Paja_k menurut keadaan yang sebenarnya. 

3 . Ke tentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) 
a yat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi seba­
qai berikut: 
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Pasal 3 

(1) Yang tidak tennasuk subjek pajak sebagaima na 
d imaksud dalam Pasal2 adalah: 
a. kantor perwakilan nega.ra asing; 
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik da n 

konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 
negara asing dan orang'-ora.ng yang d iper-
6antukan kepada mereka yang bekerjn. 
pada dan berternpat tinggal bersarna-sai-na 
mereka dengan syarnt bukan warga ileg~ra 
indonesia dan di Indonesia tidak men2rima 
atau memperoleh penghasilan di luar jaba-

. tan atau pekerjaannya tersebut serm negate 
bersangkutan memberikan perlakuan timbal 
balik: 

c . oi-ganisasi -organisasi internasional dengan 
syarat: 

UU Rl Nornor 36 Tahun 2008 

"" . ' ~ 

2. tidak menjala nkan 1;1saha a tau kegiatan 
lain u ntuk mem pe ro leh penghasilan 
dari Indonesia selain memberikan pin­
jaman kepada pemerintah yang dana­
nya berasal dari iuran para anggota; 

d. pejaba t-pejaba t p erwak ila n orga n isasi 
intemasional sebagaimana dimaks ud pada 
huruf c, dengan syarat bukan warga negara 
Indo nes ia dan tidak m e njala nkan usaha , 
kegiatan , atau pekerja an lain untuk mem­
pe roleh renghasilan dari Indonesia. 

(2 ) Organisas i intemasional yang tidak tennasuk 
subjek pajak sebagaimana dimaksud pada aya t 
(1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Men­
teri Keuill1gan. 

4. Ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) huruf ~ huruf e, huruf h , 
huruf I, dan Penjelasan huruf k di~bah dan ditamb~h 
3 (tiga) huruf, ya kni huruf q sampai d engcn huruf s, 
ayat (2) diubah , ayat (3) huruf a , huruf d, hu ruf f, 
huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus , dan 
d itambah 3 (tiga ) huruf, yakni huruf I, huruf m , dan 
huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal4 

(1) Yang menjadi objek paj<;~k adalah penghasilan, 
yaitu' setiap tambahan kemampuan ekonomis 
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 
atau· untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
yang bersangkutan, d engan nama dan dalam 
bentuk apa pun, tennasuk: 
a . penggantian atau imbalan berkenaan 

_ dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 
atau diperoleh termasuk gaji , upah, tun­
jangan, honorarium , komisi, bo nus , gratiti-
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dalam Undang..Undang ini; · 

b. hadiah dari Lindian atau pekerjaan at'au 
kegiatan, dan. pengharga&n; 

c . !aba usaha; 

d keuntUngan karena penjua! ~m atau kareha 
pengalihan haria termasuk: 
1. keuntungar. karena pengalihan harta 

kepada perseroan, persekutuan, dan 
badan lai nnya sebagai pengganti 
saham atau penyertaan modal ; 

2. keuntungan karena penga!ihan harta 
kepada pem egar.g ,saham, sekutu, atau 

·· anggota yang diperoleh perseroan, per­
sekutuan, dan badan lainnya; 

3 ke untungan karena likuidasi, pengga­
bungan, peleburan, pemekaran, peme­
cahan, pengamoi!alihan usaha, atau 
reorganisasi dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun; 

4 . keuntungan karena pengalihan harta 
berupa hibah, bantuan , atau sum­
bangan, kecuali yang diberikan kepada 
keluarga sedarah dalam garis keturu­
nan lurus satu derajat dan badan ke­
agamaan, badan pe ndid ikan , badan 
sosial fermasuk yayasan, koperasi, atau 
orang pribadi yang menjalankan usaha 
mik ro dan kecil, yang ketentuanri~,-a 
d iatur I·ebih lanju t dengan Pe ratu ran 
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 
hu bungan c!engan .usaha, · pekerjaan , 
kepemilikan,· atau pen~uasaan di an tara 
pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5 . . keuntungan karena p·enjualan atau 
pengalihan sebagian a tau seluruh hak 
pe~ambangan, tanda turut serta dalam 
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e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang 
telah dibebankan sebagai biaya dan pem­

. bayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan 
imbalan karena jaminan pengembalian 
utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, termasuk dividen dari perusahaan 
asuransi kepada pemegang polis, dan 
pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. · sewa dan penghasi!an lain sehubungan 
de ngan penggunaan harta; 

pen2rimaan ·atau perolehan pembayaran 
berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang , 
kecuali sampai dengan jumlah tertentu 
yang uitetapkan dengan Peraturan Peme­
rintah; 

I. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 
m. sel isih lebih karena pen ila ian kembali ak­

tiva; 

n. premi asuransi; 

o. iurari yang diterima atau dipe.roleh perkum­
pulan dari anggcitanya yang terdiri dari 
Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas; 

p. tamba:han kekayaan neto yang berasal dari 
penghasilan yang bel urn dikenakan pajak; 

q. · p~ngh-~il~n :dan ~aha berbasis syariah; 

r. imbalan buoga sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang yang mengatur 
mengenai !{ejentuan umum dan tata cara 

, perpajakan; dan 
s. surp lus Bank Indonesia. 
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a. penghasiJan berupo · bunga d eposito dan 
tabungan la innya , bunga obligasi dan surat 
utang negara, dan bun£a simpanan yang 
dibayarkan ole~ koperasi kepada anggota 
koperasi orang pribadi ; 

b. penghasilan berupa hadiah undian; 

c. penghasilan dari transaksi saham d;:m seku­
ritas lainnya, transaksi derivatif yang di ­
perdagangkan di bursa, dan transaksi pen­
jualan saham atau pengalihan penyertaan 
modal pada perusahaan pasa ngannya yang 
diterima oleh perusahaan modal ventura; 

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta 
berupa tanah dan/atau bangunan, usaha 
jasa konstruksi, usaha real estate, dan per­
sewaan tanah dan/atau bangunan; dan 

e. penghasilan tertentu l<llnnya, yang di atur 
dengan atau berrlasarkan Peraturar. Peme­
rintah. 

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

a. 1. barituan atau sumbanga n , termasu k 
zakat yang diterima oleh badan ami! 
zakat atau lembaga ami! zakat yang 
dibe ntuk atau disahkan oleh pemerin­
tah dan yang diterima oleh penerima . 
zakat yang berhak atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indo­
nesia, yang diterima oleh lembaga ke­
agamaah yang dibe~hJk atau disahkan 
oleh pemerintah ·dan yang diterima 
oleh penerirna sumbangan yang ber­
hak, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdascirkan Peraturan Pemerin­
tah; dan 
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.nan lurus satu deraJat, oaaan Kc:asa­

maan, badan pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan, koperasi, atau 
ornng pribadi yang menjala nkan usaha 
mikro dan kecil, . yang keten tuan nya di­
atur dengan a tau berdasarkan Peratu­
ran Menteri Keuangan, sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usaha, peker­
jaan, kepemilikan , atau penguasaan di 
antara p ihak-p ihak yang bersangkutan; 

b. wa risan; 
c. Marta terrnasuk setoran tunai yang diterima 

oleh badan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti 
saham atau sebagai pengganti penyertaan 
modal ; 

d. · penggantian atau imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 
a ta u diperoleh dalam bentuk natu ra dan/ 
a tau ken!kmatan dar i Waji b Pajak atau 
Pemerintah, kecuali ya;-1g diberikan oleh 
bukan Wajib Pajak, Waj ib Pajak yang di­
kenakan p aj ak secara final atau Waj ib 
Pajak yang menggun akan norma penghi­
tungan khusus (deemed profit) sebagai­
mana dimaksud dalam Pasal 15; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi 
kepada orang pribadi sehubungan dengan 
asuransi kesehatan, asu ransi kecelakaan, 
asuransi jiwa, asuransi dwiguna , dan asu­
ransi bea siswa; 

f. div!den atau bagian laba yang diterima 
atau diperoleh perseroan terbatas sebag<ll 
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan 

' usaha milik negara, atau badan usaha 
milik daerah; dari penyP. rtaan modal pada 
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J. dividen berasal dari cadangan la ba 
yang ditaHan; dan 

2. bagi pers~roan terbatas, badan usaha. 
milik negara dan badan usaha milik 
daerah ya:ng menerima dividen, kepe­
~ilikan saham pa.da badan yang mem­
berika.n dividen paling rendah 25 o/o 
(dua puluh lima persen ) dari jumlah 
modal yang disetor; 

g. iuran yang diterima a.tau diperoleh dana 
pensiun yang pendiriannya. telah d isahkan 
Menteri Ke't.iangan, baik yang dibaya.r oleh 
p_emberi kerja maupun pegawai; 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan 
qleh d ana pensiun sebagaimana dimaksud 
pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu 
y;'l.ng di tetapkan dengan f<eputusa n Menteri 
K.euanga.n; 

1. bagian laba yang diterima atau diperoleh 
anggota dari. perseroan komanditer yang ' 
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan , firma , dan 
kongsi, terrnasuk pemegang unit penyertaan 
kontrak investasi kolektif; 

J. dihapus ; 

k penghasilan y::~ng diterima atau diperoleh 
perusahaa.n modal ventura berupa ba.gian 
laba dari badan pasangan usaha yang 
didirikan dan menjalankan usa.ha atau 
kegiatan di Indonesia, dengan syarat bad an 
pasangan usaha tersebut: 
L merupaka.n perusahaan m ikro, kecil, 

menengah, atau yang me njalankan 
kegiatan dalarn sektor-sektor usaha 
yang diafur dengan atau berdasarkan 
~ratura.n Menteri Keuangan ; dan 
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I. beasiswa yang meme n uhi persyara.tan 
tertentu yang ketentuannya diatur leoih 
lanjut dengar, ata~ berdasarka:~ Peraturan 

Menteri Keuangan; 

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh 
badan atau lembaga nirlaba yang be rgerak 
dalam bidang pendidikan dan/atau bidang 
penelitian dan pengembangan , yang telah 
te rdaftar pada instansi yang memb idangi­
nya, yang dit2mamkan kembali dalam ben­
tuk sarana dan prasarana kegiatan pendidi­
kan d an/a tau penelitian dan pengem­
bangan, dalam jangkn. waktu paling lama 4 
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih 
tersebut, yang ketentuannya. diatur lebih 
lanjut denga.n atau berdasarkan Peraturan 
Metlteri !~euangan; dan 

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan 
ole h Badan Penyelenggara Jaminan Sosia l 
kepada. Wajib Pajak tertentu , yang keten­
tuannya d iatur lebih \anjut de ngan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

5. Ketentuan Pasa.l 6 a.yat (1) huruf a, huruf e, huruf g, 
dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, 
yakni hurut i sampai dengan huruf m, serta ayat (2 ) 

diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut 

.Pasal 6 

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib 
Pajak daiam negeri dan bentuk usaha tetap, 
ditentukan be rdasarkan penghasilan bruto di.­
kurangi biaya untuk mendapatkan, menagih , 
dan memelihara penghasilan , terrnasuk 
a biaya yang secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, 
antara. lain: 

Undang-Undang- PAJAK PENGHASILAN 477 Kebijakan sunset., Agus , Fakultas Hukum 2011



' " "' 

478 

- .. 
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan 

atau jasa te~asuk upah, gaji , honora-
1-ium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan 
yang diberikan dalam ben~k uang; 

3. ~unga, sewa,·dan royalti; 
4 . biaya perjalanan ; 
5. biaya pengolahan limbah; 
6. ~remi asuransi; 
7 .. ~iaya promosi dan penjualan yang di­

etur dengan atau berdasarkan Peratu­
ran Menteri Keuangan; 

8. biaya administrasi; dan 
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; 

b. pen~usutan atas pengeluiuan untuk mem­
perdleh harta berwujud dan. amortisasi atas 
pengeluaran untuk memperoleh hak dan 
atas·: bi aya lain yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagai­
maria dimaksud dalarn Pasal 11 dan Pasal 
11Aj 

c . iura n kepada dana pensiun yang pen ­
di riann ya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan; 

d . kerugian karena penjualan atau pengalihan 
harta yang dimiliki dan digunakan dalam 
perusahaan a tau yang dimiliki untuk men­
dapatkan, menagih, dan memelihara peng­
hasi.lan; 

e. kerugian sdisih kurs mata uang asing; 

f. biaya p'enelitian dan pengembangan peru­
sahaan yang dilakukandi Indonesia; 

g . biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

h. piutang yang nyata-n yata tidak dapat 
d itagih dengan syarat: 
1. · telah dibebankan sebagai biaya dalam 

laporan laba rugi komersial; 

UU R.I Nom or 36 Tahun 2008 

• I .•• 

i. 

Kepaaa utr~K.LuraL c.Jt:llUtl<.u. 1 '-"J~"' ............... 

3. telah diserahkan perkara penagihannya 
kepada Pengadilan Negeri atau instansi 
pemerintah yang menangani piutang 
negara; atau adanya perjanj ian tertulis 
mengenai penghapusan piutang/pem­
bebasan utang antara kreditur dan 
debitur yang bersangkutan; atau telah 
dipublill:asikan daJam.penerbitan umum 
atau khusus; atau adanya pengakuan 
dari debitur bahwa utangnya telah di­
hapuskan untuk jumlah utang tertentu ; 

4. 'syarat sebagaimana dimaksud pada 
angka 3 tidak berlaku untuk pengha­
pusan piutang tak tertagih debitur kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf k; 

yang pelaksanaannya diatur lebih lanju t 
dengan a.tau berdasa.rkan Peraturan Menteri 
Keua.ngan; 
sumbangan dalam rangka penanggulanga.n 
bencanc nasional yang ketentua.nnya diatur 
dengan Peratura.n Pe merintah; 

J. sumbangan da.lam rangke. penelitia.n dan 
pengembangan yang dilakukan di Indonesia. 
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
PPmerintah; 

k. --'-Biaya pemba.ngunan infrastruktur sos ial 
yang ketentuannya. dia.tur dengan Peraturan 
Pemerintah; 

I. sumbangan fasilitas pendidikan yang keten­
tuannya. diatur dengan Peraturan Pemeri n­
tah ; dan 

m. sumbangan dalam rangka pembina.an olah­
ra.ga. yang ketentua.nn ya. dia.tur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
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sebagaimco.na dimaksud pada ayat ( 1 ) 01aapar 

kerug ian, kerugian tersebut dikompensasikan 
denga r> penghasi:an mulai tahun pajak beri­
kutnya -bertUrut-tun;t sampai dengan 5 (lima) 
tahun . · 

(3 ) Kep ad;l orang pribadi sebaga i Wajib Pajak 
dalam :negeri diberikan pengurangan berupa 
Penghasilan Tidak Xena Pajak sebagaimana 
d imaksud dala m Pasal 7. 

6 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagaiberikut: 

Pasal 7 

(l ) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberi ­
kan pal ing sedikit sebesar: 

a . Rp. 15.840.000 ,00 (lima belas juta delapan 
ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri 
Wajib Pajak orang pribadi; 

b. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua 
puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib 
Pajak yang kawin; 

c. Rp. 15.840.000,00 (lime. belas juta delapan 
ratus empat puluh ribu rupiah) tamba han 
untuk seorang isteri yang penghasilannya 
d igabung dengan penghasilan suami seba­
gaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); 
dan 

d. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua 
puluh ribu rup iah) tarribahan untuk setiap 
a nggota keluarga sedarah· dan ke luarga 
semenda dalam garis keturuna n lun•.s serta 
anak angkat , yang me njadi tanggungan 
sepenuhnya, paling banyak 3 (liga) orang 
untuk setiap keluarga. .. 

(2) Penernpan kctentuar.t sebagaimana dimaksud 
pada a yat (1) ditentUkan oleh .. keadc.an pa da 
awal tahun pajak atau·aWal bagian ta hun pajak. 
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ditetapkan dengan Pernturan Menteti· Keuangan 
setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwaki ­
lan Rakyat. 

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2 ) sampai dengan a yat (4 ) 
dan Penjelasan ayat (1) diubah seh ingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 
(1) . · Se!uruh pengh asilan a tau k~rugian bagi wanita 

yang telah kawin pada awal tahun pajak atau 
pada awal bagian tahun pajak, begitu pula 
ke.rugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebe­
luninya yang belum d ikompensasikan sebagai­
mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diang­
gap sebagai penghasilan atau kerugian s.uami-

. nya , kecuali p e nghasilan tersebut semata-mata 
diteiitna atau diperole h dari 1 (satu) pemberi 
kerja yang telah dipo tong pajak berdasa rkan 
ketentuan Pasa12 1 dan.pekerjaan tersebut tidak 
ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan 
bebas suarili atau anggota kelua rga lainnya. 

(2 ) Penghasilan suarrii-fsteri dikena i pajak secara 
terpis.ah apabila : 

a . suami- isteri telah hidup berpisah berda ­
sarkan putusan hakim ; 

b . dikehendaki secarn tertulis oleh suami-isteri 
berdasarkan perjanjian pemisahan harta 
darJ p enghasilan; a tau . 

c. dikehenda,ki oleh isteri yang mem ilih un tuk 
meJJjala~k-ar' hak dan kewajiban perpaja­
kann_ya sendiri . -

(3) Penghasilan . neto suami-isteri sebagaimana di­
maksud pada a)[~t (2) huruf b dan huruf c di­
J<.enai pajak berdasarkan penggabungan pengha ­
silan neto suami-isteri dan besamya pajak yang 
harus dilunasi ole h m as ing-masing suami-isteri 
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dengan penghasilan orang tuani;a. 

Ketentuan Pasal 9 a~;,_t (1) huruf c, huruf e, dan 
hu ruf g ~erta Penjelasan huruf f rliubah sehin gga 
Pasal 9 berburiyi seba~i berikut: 

Piisal 9 
(1) Unh1k menentukan besarnya Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan berituk 
usaha tetap tidakboleh dikurangkan: 

a. · pcmbagian laba dengan nama dan dalam 
bentuk apapun seperti dividen, t~rmasuk 

dividen yang dibayarkan oleh perusahaan 
asuransi kepada pemegang polis , dan pem­
bagian sisa hruil usaha koperasi; 

b. biaya yang dibeba nkan atau dikeluarkan 
untuk kepentingan pribadi pemegang 
saham , sekutu, atau anggota; 

c . pembentukan atau pemupukan dan a 
cadangan, kecuali: 
1. cadangan piutang tak tertagih untuk 

usa ha bank dan badan usaha lain yang 
m enyalurkan kredit, sewa.guna usaha 
dengan · hak opsi, perusahaan pem­
biayaan konsumen, dan perusahaan 
anjak piutang; 

2. cadangan . untuk usaha asuransi ter­
masuk cadangan bantuan sosial yang 
dib€mtuk oleh Badan Penyelenggara 
J aminan Sosial; 

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga 
Penjarriin Simpanan; 

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha 
pertambarigan; .· 

5. ·cadangan .biaya penanaman kern bali 
untuk usaha kehutanan; da ri 
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d. 

e. 

f. 

g. 

bah industri , 

yang ketentuan dan syarat-syc.ratnya diatu r 
dengan atau berdasarkan Peratura'l l'vle n teri 
Keuangan; 

premi asuransi kesehatan, asuransi kecela­
kaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna , dan 
asuransi bea siswa, yang dibayar oteh 
Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika di­
bayar oleh pemberi kerja dan premi ter­
sebut dihitung seb aga.i pengha.silan bagi 
Wa.jib Pajak yang bersa.ngkutan: 

pengga.ntian a.ta.u imbalan sehubungan 
dengan pekerja.an a tau jasa yang diberikan 
dalam bentuk natura. dan kenikmatan, 
kecua.li penyedia.a.n makanan dan minu­
ma.n bagi seluruh pega.wa.i serta penggan­
tian atau imbalan da.lam bentuk natura 
dan kenikma.tan di daerah tertentu dan 
yang berkaita.n dengan pela.ksanaan peke r­
ja.a.n yang ciiatur dengan ata.u berdasarkan 
Peraturan Menteri Keua.ngan; 

jumlah yang melebihi kewajaran yang di­
ba.ya.rkan kepa.da pemega.ng sa.ham atau 
kepada pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa sebagai im balan sehubungan 
dengan pekerjaa.n yang dilakukan; 

harta yang dihibahkan, bantuan atau sum­
bangan , dan warisa.n seba.ga.imana dimak­
sud da.!am Pa.sa.l 4 ayat (3) huruf a. dan 
huruf b, kecuali sumbangan seba.gaimana 

· dima.ksud da.la.m Pa.sal 6 ayat (1) huruf i 
sampai dengan huruf tn serta zakat yang 
diterima oleh badan -amil zakat atau lem­
baga ami! zakat yang dibentuk atau di­
sahkan oleh pemeriritah afau sumbangan 
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d ite rima oieh lembaga keagamaan yang 
dibentuk atau -disahkan oleh pemerintah, 
yang ketentuannya diatur dengan a tau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

h_ Pajak Penghasilan; 
i. biaya yang _dibebankan atau dikeluarkan 

untuK kepentingan priba&Wajib Pajak atn.u 
orang yang menja:di tanggungannya; 

j. gaji yang dibayarkEm kepada anggota per­
sekutuan, firfna, atauperseroan komanditer 
yang mddalriya tidal<: terbagi atas saham ; 

k. .sariksi administrasi berupa. · bunga , denda , 
_dan kenaikari serta sanksi pidana berupa 
denda yang berkenc'an dengan pelaksanaan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

- -- 4 '- - . 
(2) Peiigeluaran untuk me-ndapa:tkan, menagih , dan 

' .:. : (!"' ' 1.:.· ' . ,. ': 

memelihara peng!la.Silan -yi'mg mempunyai masa 
ma~tfaat iebih,dar( l '(sa'tu ) tahun tidak diboleh ­
kan \mtuk dibebi'nkan se'kaligJs, melainkan di­
b~bankan miod~~i • peny usutari ~tau amortisasi 
sebagaimana difn~~0d 'd:al.3.m Pasal 11 a tau 
Pasal 11A. ., . ____ ··:- . ' - · 

9. Ketent\Jan Pa~al 11 ayat (7) dan ayat (11 ) serta 
PenjelcGaJ1 ayat (1) s.wr\pai.dengan ayat (4) d!ubah 
sehingga Pasal _1 1 berbunyip~baqai berikut: 
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Pasall l 

(1) Penyusutan atas pengelu_aran unt;uk pembelian , 
pendirian, penambaha.f1, perbaikan, atau peru­
bahan harta berwujud, kecuali tanah yang ber­
status hakmilik, h_c;li< guna l!>angunan, hak guna 
usaha, cl.an]:rq:k ,-pakai , yang dimiliki dan di ­
guncikan untukmendapatkan, menagih, dan me­
melihara peogha$ilan yang mempunyai masa 
manfaat lef-:J ih dari .1 · (satu) tahun dilakukpn da.lam 
bagian-bagian _,yapg sam a besar se lama mas a 
manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. 

UU Ri Nomo/ 36 Tahun :iOOB 
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bagian yang menurun selama niasa manfaat, 
yang dihitung de ngan cara menerapkan tarif 
penyusutan atas nilai sisa buku , dan pada akhir 
masa manfaat nilai ·sisa buku disusul~an sekali ­
gus, dengan syarat di lakukan secara taat asas_ 

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya 
pengeluaran, kecual i untuk harta yang masih 

. dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimuiai 
pada bulan selesainya pengerjaan harla tersebut. 

(4) Dengan per$etujuan Oire ktur Jenderal Pajak, 
Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusu­
tan mula i pada bulan harta tersebut digunakan 
untuk me ndapatkan, menagih , dan memelihara 
penghasilan atau pada bulan harta yang ber­
sangkutan mulai menghasilkan. 

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kern­
bali aktiva. berda5arkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud d61am Pasal1 9, maka dasar penyu­
sutan atas haria adalah nilai sete lah dilakuKan 
penilaian ketnbaLi aktiva tersebut. 

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfa..at 
dan tarif penyusutan hcrta berwujud ditetapkan 
sebagaiberikut: 

),:?t.::::~:-·,· ~- - -~:. · ·; . ·_<:~ ~·::~~,_.;;·~.;;j:+,.~, .. ~;t·'o;'- .. ;';,:; _-·I: :A~•J••J:.·'i~!: ' ~. --;7, . --~~ ~ ·- :.-!' . '~<'•Jo-.. ~-"'.L!.·i.l!::-,tlr.'•If'~ 
~·;.: >c ;~.~;· •. ,,::;.~~··.···!:,;)~~~~~;~~.~ 

L Bukan b_angunan 

KiiompOk 1 ~ 4 '"h"o 25% 50% 
Kelocnpok 2 · 8 tahun 12,5% 25 % 
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 
Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

• ~ : • • • • • _t : •• 

f!. Bangunan , _ 
Perrnan.en · I 20 tahun I 5% 
Tidak ' Pemianen 10 tahun · 10% 
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kan dalam bidang usaha terten tu diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
hurufd ata.u penarikan harta kar2na sebab lain­
nya, i-naka jumlah nilai sisa buku harta tersebut 
dibebankan sebagai kerugian dan.jumlah harga 
jual atau penggantian asuransinya yang diterima 
atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan 
pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. 

(9) Apab ila hasil penggantian cwuransi yang akan 
dite rima jumlahn'ya baru dapat diketahui 
dengan pas ti di masa kemudian, maka dengan 
persetuj uan Oirektur Jenderal Pajak jumlah 
sebesar kerugian sebagc.imana dimaksud pada 
ayat (8 ) dibukukan sebagai beban masa kemu­
dian tersebut. 

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang meme­
nuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (3) huruf a dan huruf b, .yang berupa 
harta bezwujud, maka jumlah nilai sisa buku 
harla ter.;ebut tidak boleh dibebankan sebagai 
k8rugian bagi pihak yang mengalihkan . 

(11 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta 
berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagai­
mana dimaksud pad a ayat (6) diatur dengan . 
Pernturan Menteri Keuangan: 

10. Ketentuan P<isal llA ayat (1) dari H~njela$an ayat 
(5) diubah serta di anta.rci. ayat (-1) da'layat (2) di­
sisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 
llA berbunyi sebagai berikut: 
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PasalllA 

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh 
h?Uta tak bezwujud dan pengelue;uan lainnya ter­
masuk biaya perpanjzmgari hak guna bangunan, 
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dari l (satu) ta.hun yang dipergunakan untuk 
mendapatkan, menagih , dan memelihara 
penghasilan dilakukan dal.am bagianbagian 
yang sama besar. atau dalam bagian-bagian 
yang menurun selama masa· manfaat, yang di­
hitung deng_an cara menerapkan tarif amortisasi 
atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa 
buku dan pada akhir masa manfaat diamorti ­
sasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara 
taat asas. 

(la) Arnortisasi dimulai pada bulan dilakukannya 
pengeluaran, kecual i untuk bidang usaha ter­
tentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(2) Untuk . .menghLtung amortisasi, masa manfaat 
dan tarif amortisasi diteta.pkan sebagai berikut: 

(3) 

.. 
Kelompok 1 4 tahun 25 % 50% 

Kelompok 2 8 tahun 12 ,5% 25 % 
.. 

Kelompok 3 16 tah~ 6,25% 12,5% 

Kelompoi< 4 20 tahun 5% 10% 

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya 
perluasan modal suatu pe'rusahaan dibebankan 
pada tahun terjadinya 'pengeluaran atau di­
amortisas i sesuai·· dengan ketentuan sebagai ­
mana dimaksud dala.In ayat (2 ). 

(4) Amortisasi atas pengeluc:uan untuk memperoleh 
~ · hak dan pengeluaran lain yang mempunyai 

mas a manfaat lebih dari ·-;1 '(.Satu) tahun di 
bidang penambangan minyak dan gas bumi di-
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(5 ) Amortisasi a tas pengeluaran untuk memperoleh 
hak periambangan selain yang dimaksud pada 
ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak 
pengusahaan sumber alam serta hasil alam 
la innya yahg mempunyai masa manfaat leblh 
dari 1 (satu) ta hun, dilakukan dengan menggu­
nakan metode satuan produksi setinggi-ti ngginya 
20% (dua p uluh persen) setahun. 

(6 ) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi 
komersial yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 1 (satu) tahun, d ikapi ta:lisasi dan kemudian 
diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagai­
mana: dimaksud dC'l.lam ayat (2). 

(7 ) Aoabila te rj adi pengalihan harta tak berwujud 
~ tau hak-hak sebagaimanii.dimaksud da lam 
aya:t (1 ), ::J.yat (4) , dan ayat (5), maka nilai sisa 
buku harta atau hak~haktersebut dibebankan 
sebagai ke rugian· dan jur+ilah yang diterima 
sebagai penggan-tian m~rupakan penghasi lan 
pada tahu~ terjad£ri.s/a penga.lihan terse but. 

- (8) Apabi l<;~- terj_aq_i . I{~ng~_j~a.rJ harta yang meme­
nuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (3) hur{;f a dan huruf b, yang berupa 
ha rta tak berwii]ud: mitka jumlah nilai sisa buku 
ha rta tersebu t tidak boleh dibebankan sebagai 
kerugian bagi pihak yang m~ngalihkan .' · 

·- .. -

11. Ketentuan PasaL14.ayat (2} , ayat (3}, ayat (5), dan 
ayat (7) serta H,;~]elasan ayat (4) diubah sehingga 
~al 14 berbunyi sebagai berikut: 

. . ' . ··. "; . ~ i . . . . 

~aJ ,14 

(1) Norma PenghitUngim Pengha.Silan Neto untuk 
menentukan pengbasilan neto, dibuat dan di­
semyu~akan ·terus~mene~s : serta .diter::,itkan 

·. oleh.f)irektur:;Jert<;ieral Pajak ... ! ,.'' e Li 

---' --=·- =- .~ - · · 
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dari Rp. 4.800 000.000,00 (empat miliar dela­
pan ratus juta rupiah ) boleh menghitung peng­
hasilan neto dengan menggunakan Norma Peng­
hitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimak­
sud pada ayat (1), dengan syarat memberitahu­
kan kepada Direktur J ende ral Pa jak dalam 
jangka waktu 3 (tiga ) bulan pertama dari tahun 
pajak yang bersangkutan. 

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2 ) yang menghitung ·penghasilan netonya 
de ngan menggunaka n No rm a Penghi tungan 
Penghasilan Neto wajib menyelenggarak<:tn pen­
catatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-. 
Unda ng yang mengatu r rilengenai kete n tuan 
umum dan tata cara perpajakan. 

(4 )" Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2 ) yang tidak memberitahukal) kepada Direktur 
Jenderal Pajak untuk m e nghitung penghasilan 
neto de ngan menggu naka r, No rma Penghi­
tungan Pen ghasi lan Neto ," d ianggap me mil ih 
menyelenggarakan pembukuan. 

(5) Waj:b Pajak yang wajib menyelenggarakan pem­
bukuan atau pencatatan , terrnasuk Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan a yat 
(4 ), y ang temya'ta tidak atau tidak sepenuhnya 
menyelengga.rakan pencatatan atau pembukuan 
atau tidak memperlihatkan pencatatan atau 
bukti-bukti penclukungnya maka penghasilan 
netonya dihitung berdasarkan Norma Penghi­
tungan Penghasilan Neto .dan peredaran bruto­
nya di hitung dengan cara lain yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan . 

(6}' Dihapus. 
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12. Ketentuan:Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) 
dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 
berbunyi s.-\bagai berikut: 

490 

Pasa! 16 

(1) Pengnasilan l<ena Pajak sebagai dasar penera­
pan t~rif bagi Wajib Pajal: dalam nege ri dalam 
suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengu ­
rangk~m dari penghasilan sebagaimana dimak­
suc! dalam Pasa1 4 ~yat (1) dengan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aya"t (1) 
dan ayat (2). Pas a! 7 ayat ( 1 ), serta Pas a! 9 
ayat (i) huruf c, ht,~ruf d , huruf e, dan hurJf g. 

(2) Penghas ilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang 
pribadi .dan badan -s.ebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 d ihit,mg dengan menggunakan 
norma ~z n ghiturigan sebagaimana dimaksud 
dal~ Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang 
pribc.di d ikurangi dengan · Penghasi lan Tidak 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud da!am Pasal 
7 ayat (1). 

(3) . · Penghasi!an Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar 
negeri yang menjalankan usa.ha atau melakukan 
kegiatan melalui suatu bentuk usaha tet3p di 
Indonesia dalam suatu tahl.ln pajak dihitung 
dengan cara mengurc.ngbn dari penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i ) 
denga~ ('nemerhatiKan ketentuari dalam Pasal 4 
ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) , 
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pa.sal 9 ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. 

(4) Penghasilan Kena Pajak bagiWajib Paja k orang 
pribadi dalam negeri yang terutang pajak da!am 
suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimak-

UU RI Nomor 36 Tahun 2008 
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13. Ketentuan Pasa! 17 aya.t (1) sampai dengan ayat (3) 
dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) 
diubah serta di antara ayat (2 ) dan ayat (3) disisip­
kan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan 
ayat (2d) sehingga Pasa117 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan 
Kena Pajak bagi: 

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
adalah sebagai berikut: 

sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5 % 

(lima puluh juta rupiah) (lima persen .l 

di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 15% 
juta ~piah) sampai dengan (lima belas persen) 

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah ) 

25% di atas Rp . 250:000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rup iah) sampai dengan 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) 

(d ua puluh lima 

persen) 

di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus I 30% 
juta rupiah) (tiga puluh p ersen) 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan ben­
tuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua 
puluh delapan persen). 

(2) Tc.rif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a dapat d iturunkan menjadi paling 
rendah 25% (dua puluh lima persen} yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Undang-Undang PAJAK PENGHASILAN 491 

Kebijakan sunset., Agus , Fakultas Hukum 2011



, 

huru t b menJaOI L.::J 7o (OUa purun urr1a fJ""""" I 

yang mulai berlaku sejak ta.hun pajdk 2010. 

(2b) Waji b Pajak badan dalam n~geri yang berbentuk 
perse ro<:~n t£rb uka yang paling sedikit 40 % 
(empat. puluh persen) dp.ri jumlah.' keseluruhan 
saham yang disetor :diperdagangkan di bursa 
efE:k di Indones ia dan memenuhi persyaratan 
tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 
5% (li rria perse n ) lebih :endah daripada tarif 
sebagairhana dLmaksGd pada ayat (1) huruf b 
dan ayat (2a) yang diatur dengan c.tau ber­
dasarkari Peraturan Pemerintah. 

(2c) Ta rif yang dikenakall atas penghasilan berupa 
di•Ji den yang dibagikan kepada Wajio Paj_ak 
ora ng pribadi .dalam negeri adalah paling tinggi 
sebe.sar io% (sepu!t.in persen) dan bersifat finaL 

(2d) f\etentuan lebih lo.njut mengenai besamya tarif 
sebagaimana dimak.sud pada a yat (2 c) diatur 
dengan Perah.Iran Pemeiintah : 

(3) Besarnyo. lapisa n Penghasilan Kena Pajak seba­
gai rnana dimaksud.pada ayat (1) huruf a d apat 
diubah denga.'l Kepuh.•.san Menteri Keuar.gan . 

(4) Untuk keperluan perierapan tarif pajak sebagai­
mana dimak.sud pada ayat (1) , jumlah Peng­
has ilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam 
ribua n rupiah penuh. 0 

(5) Besamya pajak yang tenitang bagi Wajib Pajak 
orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak 
dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimak­
sud dalam Pasal 16 a)•at (4), dihitung sebanyak 
juml~h hari dalam ba~an tahun pajak tersebut 
di bagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan 
dengan pajak yang terutarig ~ntuk 1 (satu) 
tahun pajak. 

· (6) Unh.IK kepeduan penghitung~~ pajak, sebagai~ 
mana cUmaksud pada ayat{!)), tiapbulan yang 
penuh dihih.Ing 30 (tiga pu!uh'j h~d : 

• 
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mana dimaksud dalam Pasal4 ayat (2). sepan­
jang tidak rnelebihi tarif pajak tertinggi seba­
gaimana tersebut pada ayat (1 ). 

Ketenh.Ian Pasal 18 ayat (2), ayat (3 ), a yat (4 ), dan 
Penjelasan ayat ( 1) diu bah serta di an tara ayat (3 a) 
dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat 
(3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 ber­
bunyi sebagai berikut: 

( 1) 

Pasal18 

Menteri Keuangan berwenang meng~luarkan 
keputusan mengenai besamya perbandingan 
antara utang dan modal perusahaan untuk 
keperlu a n penghitungan pajak berdasarkan 
Undar)g-Undang ini . 

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat 
diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam 

. negeri atas penyertaan modal pada badan 
usaha di luar .nesi~ri selain badan usaha .yang 
m enjual saharnnya dibursa efek, dengan keten­
h.Ian sebagai berikut: . 
a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak 

dalam negeri tersebut paling rendah 50% 
(l ima puluh persen) dari jumlah saham 
yang cUsetor; atau 

b . secara bersarna-sama dengan Wajib Pajak 
dalam negeri lainnya memiliki penyertaan 
modal paling rendah 50% (lima puluh 
persen) dati jurnlah saharn yang disetor. 

(3) Direkh.Ir Jenderal Pajak bei:wenang unh.Ik me­
nentukan kembali besamy.a pengha.silan dan 
pengurangan serta menentukan utang sebagai 
modal unruk menghitung besarrJa Penghasilan 
Kena Pajak bagi Wajih Pajc;tk yang mempunyai 
hubungan is.timewa dengan Wajib Pajak lainnya 
sesuai dengan kewajarnn dan kelaziman usaha 
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harg~ antara pihak yang independen , metode 
harg~ penjuaian kembali , metode biaya-pius, 
atau hletode lainnva. 

{3 a. ) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan 
pe rjanjian den gan Waj ib Pajak dan be kei-j ~ 
sama dengan pihak otoritas pajak negara lain 
untuf( menentukan harga transaksi antar pihak­
pi hak yang mempunyai hubungan isti me wa 
se bagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang 
berl aku selama suatu periode tertentu dan 
m engawasi pelaksanaannya serta meiakukan 
renegosiasi seteiah periode tertentu tersebut ber­
akhir. 

(3b) Wajib Pajak yang meia.kukan pembelian saham 
ata>J aktiva perusahaan melalui pihak lain atau 
badan yang dibentuk untuk ma ksud demikian 
(special purpose company), dapat ditetapkan 
sebagai pi hak yang sebenarnya melakukan · 
pembelian terse but sepanjang Wajib Pajak yang 
bersan1kutan mempunyai hubungan istimewa 
dengan p ihak lain atau badan tersebut dan ter­
dapat ketidakwajaran penetapan harga. 

(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan 
an tara (conduit company a tau specici/ puroose 
company) yang didirika n a tau bertempat kedu­

dukan d i negara yang memberikan perlindungan 
pajak (tax Haven country) yang mempunyai 
hubungan istimewa dengan badan yang didiri­
kari atau bertempat kedudukan di Indonesia 
atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat di­
tetapkan sebagai penjualan atau pengalihan 
saham badan yang didirikan atau bertempat 
ke dudukan di Indonesia atau bentuk usaha 
tetap di Indonesia. 

(3d) Besarnya penghasil~n yang diperoleh Wajib 
Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi 

UU RI Nomor 36 Tahun 2008 

\ ... 

~-'1, 

,{f. 

15. 

.. 

U <:;.i <.«:.. • ••t-"....,. .. ··-- - --

tukan kembali, dalam hal pel}lberi kerja menga­
lihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib 
Pajak orang pribadi dalam negeri te rsebut ke 
da.:am bentuk biaya atau pengeluaran lainnya 
yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak 
didirikan da.r'l tida. k bertempa.t kedudukan di 
Indonesia. terse but. 

(3e) Pela.ksa naan keten tuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3b), ayat (3c ), dan ayat (3d) diatur 
iebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan . ' 

(4) Hu b ungan istimewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d ), Pasal 9 
ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap 
c.da apabila: 

a. Wajib Pajak mernpunyai penyertaan modal 
langs t..; ng atau tidak langsung paling rendah 
25% (dua puluh lima persen) pada Wajib 
Pajak lain ; hubungan antara Wajib Pajak 
dengan penyertaan paling rer>dah 25% (dua 
puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak 
atau lebih ; atau hubungan , di antara dua 
Wajib Pajak atau lebih yang d isebut te r­
akhir; 

b. Wajib Pajak menguc.sai Wajib Pajak lainnya 
atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di 
bawah penguasaan yang sama baik lang­
sung maupun tidak langsung; atau 

c . terd3pat hubungan keluarga baik sedarah 
maupun semenda dalam garis .keturunan 
lurus dan/atau ke sampi~g-satu derajat. 

(5) Dihapus. 

Ketent1.1a n Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 
19-berbunyi sebpgai b€nkut: · 
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( l ) Menren r.~ua1 l!:Ja" v ''" ~~ .. ~ .. ~ · ·· ·· : . . . . , 

atura.n tentang penil"aian kembali aktiva dan 
fa. ktcir . penyesua.ia:ri apa.bila. terjad i ketidaksh­
sua.iari an tara: unsuf-unsur biaya dengan pen!1-
hasilan karena perk~mbanQan harga. 

(2) Ata.s s~l i sih penilai&n kemba li aktiva sebaga i­
ma.na dimaksud p~da ayat ( 1) diterapkan tarif 
pajak · te rsendiri dengan Peraturan Mente'ri 
Keuangan sepanjarig tidak melebihi tarif pajak 
tertinggi sebagaimana dimakslid dalam Pasal 17 
aya t (j.). 

16. Ketentuan Pa.sal21 ayat (i) sampai dengu.n ayat (5) , 
dan a ya.t (8) diubah, serta di antara aya.t (5) dan 
a yat (El) d isisipkan 1 ·(satu) aya t, yakni ayat (Sa ) 
sehingga Pa.sai 21 · berbtinyi sebagai beri kut: 

496 

Pasal2 1 

(1) Pemotongan pajaJ< atas penghasilan sehubung­
a. n d<ingan peke rjaa,!}, jasa, atau keg iatan 
de ngan nama dan<dalarri :hentuk apa pun yc:mg 
diterim0. atau diperoleh Wajib Pajak o rang pri ­
badi dalam negeri wajib .~ ilakukan oleh: 
a. pemberi kerja yang ·membayar gaji , upah , 

honorarium, .tur:-.jangan ;. dan pembayaran 
. lain sebzigai imbai'an sehubungan dengan 
peke rjaan yang dilakukan oleh pegawai 
a tau bukan pega~ai ; 

b. bendahara pemerintah )lang membayar 
gaji, upa,, honorarium, tunjanga:-1, dan 
pembaya. ~-.lain sehubunga n dengan pe­
kerj?an , jas?:, atau kegiatan; 

. c . dana pensiun atau badan lain yang mem­
ba.yarkan . ua(lg pensiun ·dan pembayaran 
lain dengan nama apa pun dal'?.m ra.ngka 
pensiun; 

. , ,... . . .. ;. . .. ' .. • •, ' r; 

d. bada:n yang membayar honorarium atau 
pembayarari iairi 1 se8~gai ' lmba1an sehu-

· .. ··vu RI Nomor 36 Tahun 2..008 
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I . . 

e. penyetenggara Kt:!:Jtcuu" y ~ .. ~ ____ __ __ 

pembayatan sehubungan dengan pelaksa­
naan suatu kegiata n . 

(2) T idak te rmasuk sebagai pemberi kerja yang 
wajio melakukan pemotongan pajak .sebagai­
mana dimaksud pada ayat (l) (:lurui a adalah 
kantor pe!Wakilan nega ra asing dan organisas i­
organ isasi intemasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3. 

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang 
dipotong pajak ~ntuk setiap bulan ad.alah jum­
lah penghas1lan bruto setelah dikura.ngi dengan 
biaya jabatan atau biaya pensilm yang besamya 
ditetapkan derigarr F>eraturan Menteri Keuangan , 
iuran pe'nsiun, ~dan Penghasilan Tid ak Kena 
Pajak. 

(4) Penghasilan peg~~ai harian, mingguan , serta 
peifclwai tidak tefip f~inny~ yang dipotong pajak 
adalah jumlah -p-~hg'h~silan b rD to se telah di ­
kura.ngi bagian pe·nghasilan yang tidak dikena­
kan pemotongarf :'9a'ng · besamya di tetap kan 
dengan Pera1:1:i.rcin Mcriteri Keuangan. 

(5) Tarif pemotongan a:tas penghasi lan sebagai­
mana dimaksud pada ayat n) 'adalah ta rif 
pajak seb'a:gairilana d imaksud dalam Pasal l 7 
ayat ( 1) huruf a , kecuali ditetapkan lain dengan 
Peraturan Pemerintah . 

( 5<;~. ) Besarnya tar'if sebaga'imana dirrraksud pada 
ayat (S) yanilditerapkan terhada:p Wajib Pajak 
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajci.k 
iebih ti ng.gi' 20% (dua pUluh persen) daripada 

• tarif yang diterapkan terhadap-Wajib-Pajak yang 
dapat meriunjukkan Nomor Pokok WajibP ajak. 

(6} Dihapus. 

(7) Dih~pus. 
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ah dengan pekerjaan , jasa, atau kegiatar'l diatur 
dengan atau berdasarkari Peraturan ~;Jenteri 

Keuangan. 

17 Ketentuan Pasal 22 ayat ( 1) dan ayat (2) c!iubah , 
serta ditarnba h 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehirigga 
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) I'vle nteri Keuangan dapat m~netapkim: 
a bendahara pemerintah untuk memungu t 

paja.k sehubungan dengan pembaya.ran 
a.tas penyerahan barang; 

b. badan-badan tertentu untuk memunsut 
pajak dad Wajic Pajak yang melakukan 
kegiatan ?i bidang impor atau kegiatan 
usa.ha. di bidang lain; dan 

c. Wajib Pajak ba.dan tertentu untuk me­
rnungut pajak da.ri pembeli atas penjua.lan 
barang yang tergolong sangat rnewah . 

(2) Keten tuan mer.genai dasar·.pemungutan ,- kri­
teria , s ifat, dan besamya pungutan p ajak seba­
gaimana dimaksud pa.da ayat ( 1) diatut dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(3) Besam ya punguta n sebagaimaha di!l1aksud 
pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib 
Pajak yang tidak rnemiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak leb ih tinggi 100% (seratus persen ) dari~ 
pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak 
yahg dapat meriunjukkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak. ' 

i8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2 ), dan ayat (4) 
huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus 
dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di 
a ntara· ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 ' '6~'rbunyi sebag:ai 
berikut: · · 
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nama dan _dalam oenlUK a\-)a 1-'u'' yo• ·~ ~· 

bayarkan, disediakan untuk dibayarkan , atau 
telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 
pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri , 
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, 
atau· perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

. kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk 
usaha tetap , dipotong pajak oleh pihak yang 
wajib membayarkan: 
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jum­

lah bruto atas: 

b. 
c. 

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal4 ayat (1) huruf g; 

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal4 ayat (1) huruf f; 

3. royalti; dan 
4. hadiah, p~ nghargaan, bonus , dan 

sejenisnya selain yang telah dipotong 
Pa.jak Penghasilan sebagaimana dirnak­
sud dalam Pasal21 ayat (1) huruf e: 

dihapus; 
sebesar 2% (dua persen ) dari jumlah bruto 

atas: 
1. sewa dan penghas ilan lain sehubungan 

dengan penggunaa n harta, kecu ali 
sewa dan penghasilan [<'l.in sehubungan 
dengan penggtinaan harta yang telah 
dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal4 ayat (2); dan 

2. imbalan sehubungan dengan jasa tek- _ 
nik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 
jasa konsultan, dan jasa lain selainjasa 
yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

· sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima· a tau 
memperoleh penghasilan sebagaimana dirnak-
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19. 

lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 

sebaga.imana dimaksud pada ayat (1). . 

(2 ) Ketentuan lebih la:njut mengenai jenis jasa lain 
sebagaimana dimai<sGd pada ayat (1) huruf c 

· angka 2 diatur· dengan a tau berdasarkan Per­
aturan Menteri Keuarigan. · 

· (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pdjak dalam negeri 
dapat ditu njuk oleh Direktur Jenderal Pajak 
untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud 
pada a yat (1). 

(4) Pemotongan pajak sebagainiana dimaksud 
pada ayat (1) tidakdilakukan atas: 

a. penghasilan ~~ang dibayar a tau terutan g 
kepada bank; 

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehu­
bungan dengan sewa guna usaha dengan 
hak opsi; 

c . .. dividen sebagaimana d imaksud da.la. m 
Pa.sal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang 
diterima oleh orang _pribadi sebagaimana 
dimaksud dalam Pcsal 17 ~yat (2c); . . 

d. dihapus; 

e. bagian laba sebagai.mana dimaksud dalam 
Pa.sal 4 ayat (3) huruf i;. 

f. 

g. 

sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada anggotanya; 

dihapus; dan .· 
h. . penghasilan .yang .dibayar a tau terutang 

kepada badan usaha ata~ jasa · keuangan 
yang berfungsi st:bagai penyalur pi_njam an 
dan/atau pembiayaan yang diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

. : . '• . ·r.> .·_ . ·· .... 
Ketentuan Pasal 24 ayal (3) dan ayat (6) diubah 
sehirigga Pa.sal 24 bei-bunyi sebagci.i biiiiktit: 

'.l 
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atas penghasilan dari luar negeri yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak dalai-n negeri boleh 
dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdc.­
sarkan ·Undang-Undang ini dalam tahun pajak 
yang sama. 

· (2) . Besamya kredit pajak sebagai·mana dimaksud 
pada ayat (I) adalah sebesar pajak penghasi lan 
yang dibayar atau terutang di !Jar negeri tetapi 
tidak boleh melebihi genghitungan pajak yang 
terutang berdasarkan Undang-Undang ini. 

(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang 
boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditim­
tukan sebagai berikut: 

a. pengliasilan dari saham dan sekuritas 
la.innya serta keuntungan dari pengalihan 
saham dan sekuritas lainnya adalah negara 
tempat badan yang menerbitkan saham 
atau sekuntas tersebut didirikan at5 u b e r­
tempat keduduk:Zui;-

b. penghasilan berupa bunga, royalti,- d a n 
s'ewa sehubungan dengan penggunaan 
harta gerak . adalah negi::l.ra tempat pihak 
yang membayar afau d ibebani bunga, 
royalti, atau sewa tersebut bertempat kedu­
dukan atau berada; 

c . pe<~ghasilan berupa sewa sehubungan 
dengan penggunaan harta tak gerak adalah 
negara tempat harta tersequt terletak; 

d. penghasilan: berupa imbalaJJ sehubungan . 
dengan j~a, gekerjaan, dan kegiatan ada­
lah ' nf!garci tern pat pihak'-Yan..!i . meinbayar 
a·tau dlbebani imbalan te~ebut'bertempat 
kedudukari 'a tau ·berada; · ·' 

. e. . ~gh~ bentuk ukh1It$p a~ negara 
· t~rnrat:~nik :~,~"~&B. ;.te~but menja-
!ankan l..lSCiha atau melaJ...'likaiJ kegiatan; 
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serta dalarh pembiayaai1 atau perrnodalan 
dalam perusahaan pertambangan adalah 
negara tempat lokasi penambangan berada; 

g. keuntungan karena pengalihan harta_ tetap 
. adalall ne~ ~empat haria tetap bera.d(); dan 

h. keuntungan karena pengalihan harta. yang 
menjadi. bagian dari suatu bentuk usaha 
tetap adalah negara tempat bentuk usaha 
tetap berada. 

(4) Pehentuan s~ber penghasilan selain pengha­
silan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mengguna.kan prinsip yang sama dengan prinsip 
yang dimaksud pada ayat tersebut. 

(5) Ap,abila pajak atas penghasilan dari luar negeri 
yang dikreditkan temyata kemudian dikurangkan 
atau dikembalikan, maka pajak yang terutang 
menurut Undang-Undang ini harus ditambah . 
dehgan jumlah . tersebut 'pada tahun pengu­
rai-lgah atau pengembaUan itu dilakukan. 

(6) Ketentuan mengenai r:elaksanaan pengkreditan 
pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan . 

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat 
(6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ay3t (9) dihapus, 
serta di anta.ra.ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 ber­
buny-i sebagai' berikut: 

Pasal25 

(1) Besamya angsuran pajak dalam tahun pajak 
berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 
Pajak untuksetiap bulan adalah sebesar Pajak 
Penghasilan yang tenitang menilrut Surat Pem­
beritahuan Tahun~n Pajak Penghasilan tahun 
pajak ~g ialu dikurn.n_gi d~ngan: 
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23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut se­
bagairnana dimaksud dalam Pasal22; dan 

b Pajak Penghasilan yang dibayar atau ter­
utang di luar negeri yang boleh dikreditkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya 
bulan dalarn bagian tahun pajak. 

(2) Besamya angsu ra n pajak yang harus dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan se­
belum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan disarnpaikan sebelum batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan sama dengan besamya ang­
suran pajak untuk bulan terakhir tnhun pajak 
yang lalu. 

(3) Dihapus. 

(4) Apabila dalarn tahun pajak berjalan diterbitkan 
surat kete tapan pajak untuk tahun pajak yang 
lalu, besamya angsuran pajak Clihitung kembali 
berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan 
berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan 
penerbitan surat ketetapan pajak. 

(5) Dihapus. 

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk me­
netapkan penghitungan besarnya angsuran 

. pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal 
tertentu, sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi keru­
gian; 

b. Wajib Pajak mEmperoleh pelighasilan tidak 
teratur; 

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Peng­
hasilan tahuli yang lalu disampaikan sete­
lah lewat batas waktU yang d.itenfukan; . 

. . -
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waktu penyampillan -.::>urcH r~'''u"''''a ' • ua • • 

Tahunan Pajiik ~nghasilah; 
e. Wajib Pajb-k membetulkim sendiri Surat 

Pemberitaliuan Ta:huncm Pajak Pengha.Silan 
yang' meng~kibatkarn angsura.n bula~an 
lebih besar dc.ri a:ngsuran btilanan sebelum 
pembetulan; dan · 

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau 
_ kegiatan Wajib Pajak 

(7) Me-nt(;!ri ·Keuangan menetapkan penghitungan 
besciJ.;-,ya ang$ura'h pajak bagi: 
a. _ W~fib 'Pajak baru; 
b. - -bank, badan ysaha mili~ nega ra , badan 

usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk 
bu~a , dan Wajib Pajak lainnya yang ber­
dasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan harus membuat laporan keuang­
ah berkala; dan 

c. Wajib 'Pii.jak orang pribadi pengusa:-ta ter­
telitU Clengardimf'paling tinggi 0, 75% (no! 
kama tujun pulsh lima persen) dari pere-
darah bruto. "' -, 

(8) Wajib ' pilj~- cirang pribadi d~am negeri yang 
tidak merr ilib Nomor Pokok Wajib Pajak · dan 

- telah berusia 2:1 (dua p uluh · satu) tahun yang 
bertolak ke laar negeri wajib membayar pajak 
ya-ng ketentuannya diatur dengan Peratura n 
Pemerintah_ 

(Sa) Ketentuan sebagair'nana 'dimakSud pada ayat 
(8) berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 
2010: 

(9) Dihapus. 

2.1. KetentuanPasal 26 ayat(1) diubal; dan ditambah 2 
(dua) 'huruf, ya!mi h,(triJf g .dan huruf h, ayat (2) 
sampai dengan ayat (5) dYubah, di antara ayat (1) _ 

--- ---..:...- --~---
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ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 be rbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal26 

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah irii, dengan 
nama dan dai3Jll bentuk apa pun, yang diba­
yarkan , disediakan untuk dibayarkan, atau telah 
jatuh tempo pembayarannya oleh badan peme­
rintah, subjek ·pajak da lam negeri, penyeleng­
gara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau per­
wakllan perusahaan luar negeri lainnya kepada 
Wajib Pajak luar negeri selain bentUk usaha 
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% 
(d ua puluh persen) dari jumlah brute oleh pihak 
yang wajib membayarkan: · 

a. dividen ; 

b . bunga termasuk premium, diskonto, d a n 
imbala n sehubungan dengan jaminan 
pengembalian utang; 

c. royalti, sewa·, dan penghasilan lain sehu ­
buhgan dengan penggunaan harta; 

d. imbalan sehubungan de-ngan jasa, pekerja-
an, dan kegiatan; 

e. hadiah danpenghargaan; 
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 
g_ premi swap dan transaksi lindung- nilai 

lainnya; ·dan/atau 

h. keuntungan karena pembebasan utang. 

(1a) Negara domisili ?ari Wajib Pajak luar negeri 
selajn yarig menjalankan usaha _a tau mela.,kukan 
kegiatan . usaha. rh~ia!t.ii bentuk _usaha tetap di 
Indonesi~ s~bc3:grumana dimakSup pada ayat (1) 
adalah negara tempat tinggal atau tempat 

-·kedlid.uki'm' Wajrb Pajak !liar :negeri -yang sebe­
namya menerima manfaat dari penghasilah ter­
sebut (beneficial oc.men. 
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de) la m Pasal 4 a yat (2 ), yan g d iterima a tau 
dlpero leh Waj i\J Pajak tua r negeri se lain be ntuk 
us'aha te ta p di Indonesia, clan premi as urans i 
y8.ng d ibayarkc\n kepada perusahaan asu m nsi 
luar nege ri dipo to ng pajak 20 '7'o (du a p u lu h 
p P. rsen) dati pe rki raan penghc.silan neto. 

(2a) Alas penghas ilar. da ri p enj ua lan a tau penga­
lihan saham se baga ini a na d im aks u d da lam 
Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% 
(dua puluh perse n) da ri perkiraan penghas ilan 
neto. 

(3 ) Pelaksanaan ketentua n sebaga imana dimaks ud 
pada ayat (2) dan ayat (2~ ) diatur dengan a tau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(4 ) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak 
d a ri suatu bentuk usaha te tap d i Indones ia di ­
ke na i paja k sebesar 20% (dua puluh perse n ), 
kecuali pcnghas ilari tersebut d itanamkan ke rn ­
b a li di Indonesia , yang kete ntua nnya d iatur 
lebih lanjut dengan a tau berdasarka n Peratu ran 
Menteri Keuangan. 

(5 ) Pemotongan pajak sebagaimana dimaks u d 
pada ayat (1). ayat (2 ), a yat (2a). dan ayat (4) 
bersifat final , kecuali: 

a . pemotongan atas pcnghasilan sebagaimana 
diinaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf b 
dan huruf c; dan 

b. pemotongan atas penghasilan yang di­
terima atau diperoleh ora:n·g pribadi atau . 
badan iuar nege.riyang 'ben.ibah status 
menjadi Wajlb Pajak da:fam negeri atau 
bentuk usaha tetap . · 

.. , _). 

. 22 Ketentuan Pq.sal 29 diubah sehingga berbunyi se­
bagailQerikut: 
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paja k te rn ya ta le b ih bes a r daripada kredit paja k 
sebaga imana dimaksud da lam Pasal 2 8 a yat ( l ), 
kek~rangan pem bayaran pajak yang terutang harus 
d ilu nas i sebelu m Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Pe nghasi la n d isampail-;an . 

23. Ketentuan Pasa l 3 1A d iubah sehingga be rbunyi se­
b~gai berikut: 

Pasal3lA 

(1) Kepad a Waj ib Pajak ya ng melakukan penana - · 
man modal d i bid a.ng-bi d ang usaha tertentu 
dan/a tau d i daerah-dae rah tertentu yang men­
d a pat prio ri tas tinggi dalam s ka la n a si o n a l 
dap a t d ibe ri kan fas ilitas pe rp aj akan dala m 
b~mtuk: 

a . penguranga n penghasi la n neto paling tinggi 
30 % (tiga p ulu h pe rsen ) d a ri jum lah pe ­
nanama n yang dilakukan; 

b. penyusutan d a n · amort isasi yan g dipe r­
cepat; 

c . ko m p ensas i ke rugian yang le b ih lama, 
teta p i tidak leb ih d a ri 10 (sepuluh ) ta hun ; 
dan 

d . pengenaail Pajak Penghasila n atas d ivide n 
se bagaimana di rriaksud d a la m Pasal 26 
sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali a pa ­
b il a tarif menuru t p e rjanjian perpa jakan 
yang berlaku menetapkan lebih rendah. 

I 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bid ang 
us3.ha tertentu dan/atau tlaerah-da.erah tertentu 
yang mendapat prioritas tiriggi dalam skala 
na sional se rta pemberian fa.Silitas . perpa jakan 
sebagaima na d imaksud pada -ayat (1' ) diatu r 
dengan Peraturan Pemerin~ . 

24 . Pasal' 318 d iha:pus. 
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31 C berbunyi S€baga1 berikut: 

Pclsal 31C 

(1) Per1erima:an negara dari Pajak Penghasilan 
or~ng pribadi ~alam negeri dan Pajak P e ng­
ha5ilail Pasal 2 i yang dipotong oleh pemberi 
keria d ibag i dengari imbangan 8 0 % untuk 
Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah 
Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. 

(2) Dihapus. 

Di antara Pasal 3fC dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakn i Pas a! 310 dan Pasal 31 E sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal310 

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha 
pertambangan minyak dan ~as burni, bidang usaha 
panas bumi , bidang usaha pertambangan umum 
termasu k batubara, dan. bidang usaha berbasis 
sya.rbh diatur denga n atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasai31E 

(1) VJaj ib Pajak badan dalam negeri dengan pereda­
ran brutosampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah) mendapat fa.Silitas 
berupa pengurangan tari f sebesar 50% (lima 
puluh persen) c:ia:ri tarif sebagc-..imana dimaksud 
dalorn Pcsal 17 · ayat (1) huruf b dan ayat (2a) 
y~.ng dikenakan .. atas Pengh~ilan Ken a Pajak dari 
bagian peredaran bruto sarrpai d~ngan Rp. 
4.800.000 .000,00 (empat miliar delapan ratus 
juta rDpichh). ;~. . 

(2) . Beiarhya,b~gia~ ·.per,e.daran bruto seba:gaimana 
d im~~s~d pada .ayat (1) da'pat dinaikkan 
dengan Pera~ Mrnteri K,euangan . . 

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi seba­
gai berikut: 

~·· ~-~~___:__-
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28. 

4 

Pasal32 

Tata ·cara pengenaan pajak dan 'sanksi-sank5i ber­
kenaan dengan pelaksanaan Ondang-Vhdang ini di ­
la ku kan se~ua i dengan Und~g:.:Und.ang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang KetentUan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakbir C::enga.I1 . Undang-Undang Nom or 2 8 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndapg­
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tl?ntang. Ketentuan 
Umum dan Tata Cci.ra Perpajakan. · 

Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) 
pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal328 

Ketenfuan mengenai penge'riaan: pajak atas bunga 
a ta u diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan 
di negara lain be[dasarka n perjanjian perlakuan 
'' . . ' . , · -\ \, . ' ( 1 . -

timba.l balik dengan nega ra -]·a in te rse but di atu r 
de ngan Peraturan Pemerintah . 

29. Ketentuan Pasal 35 d iubah se hingga. berbunyi seba. -
gai bedkut: .-\.:. . . .·. . 

PasaJ 35 I.: . 

Hal -hal yang belu~ cukup· diatGr dalam rangka 
pelaksanaan Undang-Undang in i dia tur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah ._; .;~,: 

PasaJ II 

Pada saat Undang-Undahg ini:muLii berlaku: 

1. Wajib Pajak yang tahun bt.:kunya berakhir setelah 

tangga} 30. Juni .2.Q,Q1, ~ai.t2:IWffi~ttmg pajaknya 
. berG~a.sarkaf:! .. .keter}tmr1• .7eb~S.'t~~EU1Cl: ;.~jatur,·.dalam 

_,Unc)Mg-Undang,t/9!T)Or7 T~W§ t,eptang,Pajak 
Penghasila.ii S€ba,gaimana tel9l;l,bebe,mpa kali diubah 
te~~h i r deng~ Undang-Und~;;g· N~n.;~r 17 Tahun 
2000 te;ntang_ per~b~bar: .Ket.!£_a .. atas Undang­
Undang · NomoL~~Tat.n.in 1983Qe:.f!fuhg Pajak · Peng­
hasilan. 
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tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pa.jaknya 
berda.sarkan ke tentuah s~bagairnana diatur dalam 
Undang-Undang Nombr7 Tq.hun 1983 sebagaimana 
telah beberapa. ka.li d iubah terakhir dengan Undang­
Undang ini . 

Unda.ng-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 
Ja.n.ua.ri 2009 . 

Agar setiap orang menge tahuinya, memerintahkan peng­
undangan Undang-Undang ini denga n penempatannya 
dalam Lemba.ran Negara RepubUk Indonesia. 

Oisahkan di Jakarta 
pada tangga123 September 2008 

.PRESJDEN REPUBLIK INDONESIA, · 

Ttd., . 

DR. H . SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

. Diundangkan di Jakarta 
pada tangga123 S epte:nber 2008 

. . . : . 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
. REPUBUK INDONESIA, 

Ttd., 

ANDI MATIALATTA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2008 NOMOR 133 

Sallnan -se.suiii dengan aslinya .. 
SEKRETARIAT'NEGARA REPUBUK INDONESIA 

Kepa:Ia BiroPeril~ii Perimdang-undailgan 
Bidang Perekbn'orriiail rdart Indusb:i . · · 

' f!l ~ . 
-. SETI6SAPTO~NUGROHO 
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